BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN POTENSIAL CEPAT TUMBUH

Menimbang

Mengingat

KUALA TOLAK - KUALA SATONG TAHUN 2020 -2040
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf b
dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab upaten
Ketapang Tahun 2015 -2035, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Ketapang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Potensial
Cepat Tumbuh Kual a Tolak - Kuala Satong Tahun 2020 -2040;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Und ang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah de ngan Undang -Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
dengan mengubah Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tent ang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);



Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang -Undang 15 Ta hun 2019 t entang Perubahan
Atas Undang -Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017t  entang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 16 Tahun 20 17
tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara
Republik Indon esia Tahun 2017 Nomor 1854);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015t entang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kab upaten Ketapang Tahun 2015 -2035
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3 );
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN POTE NSIAL CEPAT TUMBUH KUALA TOLAK - KUALA
SATONG TAHUN 2020 -2040.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2. Bupati adalah Bupati Ketapang.

3. Pemerintah Daerah adalah  Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Keta pang.

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan p ola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.

8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi.

9. Struktur Ruang ada lah susunan pusat -pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wi layah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya.

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

12. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang.

14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap
Blok dan zona peruntukan yang telah ditetapkan zona dan sub zonanya pada
rencana detail tata rua ng.

15. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang
ditetapkan pada suatu kawasan, zona, sub zona, blok, dan/atau persil.
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Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu lingkunga n/kawasan yang
dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan

dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan
pengembangan lingkungan/ kawasan

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional

Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian
dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam
RTRW kabupaten/kota.

Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah
bagian dari BWP yang dibat asi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa
Blok .

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam

dan sumber daya buatan.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi
standar tertentu untuk kebutu han bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,
dan nyaman.

Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang -kurangya oleh Batasan
fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selo kan, saluran irigasi, saluran
udara tegangan tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana
jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan
rencana kota.

Sub blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarka n perbedaan
sub zona.
Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik

Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik
tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona
yang bersangkutan

Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan,
penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuannya

Zona Sempadan Pantai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan,
penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada pantai dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuannya

Zona Penyangga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan,
penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada
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Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik
sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan
untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani
penduduk satu kelurahan.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah
kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan
dibina oleh Pemeri ntah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.

Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk
satu RW.

Sub Zona Pemakaman adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi utama
sebagai tempat penguburan jenazah.

Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah
tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
dilengkapi dengan fasilitasnya.

Sub Zona Rumah  Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawa san budidaya difungsikan untuk tempat tinggal
atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah
bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsik an untuk tempat tinggal
atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah
dengan luas lahan.

Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian

dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha
yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat
hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Sub Zona Perdagangan d an Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat
berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

Sub Zona Perdagangan d an Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari  kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat
berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.

Sub Zona Perdagangan d an Jasa Skala Sub BWP adalah peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja,
tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub
BWP.

Zona Perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan
pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi
dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
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Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ru ang yang dikembangkan
untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan,
peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan

skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota ad alah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala kota.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan

untuk melayani penduduk skala kecamatan.

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang

yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala  Desa.

Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentan gan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah  bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan i ndustri berdasarkan rencana tata ruang wilayah
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
Sub Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah zona industri dengan
modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhan a.
biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga

Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman

tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan
untuk pribadi atau tujuan komersial.

Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan
pengusahaan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk kebutuhan
pangan masyarakat.

Sub Zona Pertanian Hortikultura adalah  peruntukan ruang yang

dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan
pengusahaan tanaman yang dibudidayakan seperti tanaman buah, tanaman
bunga, tanaman sayuran, dan tanaman obat -obatan.

Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan
perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya,
zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana
perikanan.

Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan
pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Zona Pertahanan Dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan
bagian dari kawasa n budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan
dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi
hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem,
Koramil, dan sebagainya.

Zona Lainnya adalah Peruntuk an ruang yang dikembangkan untuk fungsi
kegiatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL), dan kegiatan pergudangan.
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Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk fungsi kegiata n Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM).
Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah peruntukan tanah

yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk
tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari
limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain -lainnya.

Sub zona pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses
penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.

Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat pelayanan yang melayani kegiatan
skala kota/kabupaten atau beberapa kecamatan.

Sub Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat pelaya nan yang melayani
kegiatan skala kecamatan atau beberapa  Desa.

Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala
antar Desa.

Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang
digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat
beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut (biotik dan abiotic) yang
merupakan s atu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
Kesatuan Ekosistem Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya
di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada r awa.
Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah selanjutnya
disingkat KDB adalah  koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung
yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disin gkat KLB adalah koefisien
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas
persil/kavling
Garis Sempadan Bangunan minimum  yang selanjutnya disingkat GSB
minimum  adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding
bangunan terdepan, ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan,
resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika
Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD
adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 2 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Daerah provinsi dan
di Daerah kabupaten/kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan
tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaa n koordinasi penataan
ruang di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

-0 o0 oy

delineasi dan tujuan penataan BWP;
rencana struktur ruang;

rencana pola ruang;

penetapan Sub -BWP prioritas;
ketentuan pemanfaatan ruang; dan
peraturan zonasi.
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BAB Il
DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN  WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Delineasi BWP
Pasal 3
Delineasi BWP RDTR Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak -Kuala
Satong ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 6.42 5,29 (enam
ribu empat ratus dua puluh lima koma dua sembilan ) hektar.

Batas -batas BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Siduk dan Kabupaten Kayong
Utara;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tolak dan Desa Tanjung Baik

Budi;

sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan kawasan hutan produksi, jalan
perkebunan, Sungai Satong, dan kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut.

o

Delineasi BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. sebagian wilayah Desa Kuala Tolak dengan luas 3.47 0,07 (tiga ribu empat
ratus tujuh puluh koma nol tujuh ) hektar; dan

b. sebagian wilayah Desa Kuala Satong dengan luas 2.955,2 2 (dua ribu
sembilan ratus lima puluh lima koma dua dua) hektar.

BWP sebagaimana dimaksud pada aya t (3) dibagi menjadi 4 (empat) s ub-BWP,

terdiri atas:

a. sub-BWP A mencakup sebagian wilayah Desa Kuala Tolak dengan luas
292,51 (dua ratus Sembilan puluh dua koma lima puluh satu) hektar;

b. sub-BWP B mencakup sebagian wilayah Desa Kuala Tolak dan Desa Kuala
Satong dengan luas 3.248,54 (tiga ribu dua ratus empat puluh delapan
koma lima empat ) hektar;

c. sub-BWP C mencakup sebagian wilayah Desa Kuala Tolak dengan luas
865,91 (delapan ratus enam pul  uh lima koma sembilan satu) hektar; dan

d. sub-BWP D mencakup sebagian wilayah Desa Kuala Satong dengan luas
2.018,3 2 (dua ribu delapan belas koma tiga dua) hektar.

Sub -BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi blok dan sub -

blok, meliputi:
a. Sub-BWP A, terdiri atas:
1. Blok A -1 dengan luas 36,09 (tiga puluh enam koma nol sembilan)

hektar, meliputi: N

a) sub-blok A -1.A dengan luas 8,26 (delapan koma dua enam) hektar;

b) sub-blok A -1.B dengan luas 2,30 (dua koma tiga nol) hektar; dan

c) sub-Blok A -1.C dengan luas 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga)
hektar.
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Blok A -2 dengan luas 75,47 (tujuh puluh lima koma empat tujuh)

hektar, meliputi:

a) sub-blok A -2.A dengan luas 14,68 (empat belas komae  nam delapan)
hektar; dan

b) sub-blok A-2.B dengan luas 60,79 (enam puluh koma tujuh
sembilan) hektar.

Blok A -3 dengan luas 12,43 (dua belas koma empat tiga) hektar.

Blok A -4 dengan luas 71,64 (tujuh puluh satu koma enam empat)

hektar, meliputi:

a) sub-blok A-4.A dengan luas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektar;

b) sub-blok A -4.B seluas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektar; dan

c) sub-blok A -4.C seluas 65,63 (enam puluh lima koma enam tiga)
hektar.

Blok A -5 dengan luas 32,47 (tiga puluh dua koma empat tujuh) hekta r.

Blok A -6 dengan luas 64,41 (enam puluh empat koma empat satu)

hektar.

b. Sub BWP B, terdiri atas:

C.

1.

Blok B -1 dengan luas 1.029,81 (seribu dua puluh sembilan koma
delapan satu) hektar, meliputi:
a) sub blok B -1.A dengan luas 3,80 (tiga koma delapan nol) hektar;
b) sub blok B -1.B dengan luas 3,84 (tiga koma delapan empat) hektar;
c) sub blok B -1.C dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar;
d) sub blok B -1.D dengan luas 4,20 (empat koma dua nol) hektar;
e) sub blok B -1.E dengan luas 96,72 (sembilan puluh enam koma
tujuh dua) hektar; dan
f) sub blok B -1.F dengan luas 920,83 (sembilan ratus dua puluh
koma delapan tiga)
Blok B -2 dengan luas 1.315,11 (seribu tiga ratus lima belas koma satu
satu) hektar , meliputi:
a) sub blok B-2.A dengan luas 75,64 (tujuh puluh lima koma enam
empat) hektar; dan
b) sub blok B -2.B dengan luas 1.239,47 (seribu dua ratus tiga puluh
sembilan koma empat tujuh) hektar.
Blok B -3 dengan luas 903,63 (sembilan ratus tiga koma enam tiga )
hektar.

Sub BWP C, terdiri atas:

1.

Blok C -1 dengan luas 310,19 (tiga ratus sepuluh koma satu sembilan)

hektar,;

Blok C -2 dengan luas 527,82 (lima ratus dua puluh tujuh koma delapan

dua) hektar, meliputi:

a) sub blok C-2.A dengan luas 2,89 (dua koma delapan sembilan)
hektar;

b) sub blok C -2.B dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
dan

c) sub blok C -2.C dengan luas 523,85 (lima ratus dua puluh tiga koma
delapan lima) hektar.
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3. Blok C-3 dengan luas 27,90 (dua puluh tujuh koma sembilan nol)
hektar, meliputi:
a) sub blok C -3.A dengan luas 2,28 (dua koma dua delapan) hektar;
dan
b) sub blok C-3.B dengan luas 25,62 (dua puluh koma enam dua)
hektar.
d. Sub BWP D, terdiri atas:
1. Blok D -1 dengan luas 366,9 2 (tiga ratus enam puluh enam koma
sembilan dua) hektar, meliputi:
a) sub blok D -1.A dengan luas 24,67 (dua puluh empat koma enam
tujuh) hektar; dan
b) sub blok D -1.B dengan luas 342,2 5 (tiga ratus empat puluh dua
koma dua lima ) hektar.
2. Blok D -2 dengan luas 255,62 (dua ratus lima puluh lima koma enam
dua) hektar.
3. Blok D -3 dengan luas 256,4 7 (dua ratus lima puluh enam koma empat
tujuh ) hektar, meliputi:
a) Sub blok D -3.A dengan luas 251,56 (dua ratus lima puluh satu koma
lima enam) hektar, dan;
b) Sub blok D -3.B dengan luas 4,9 1 (empat koma sembilan satu)

hektar.
4. BlokD -4 denganluas 632,95 ( enam ratus tiga puluh dua koma sembilan
lima) hektar.
5. Blok D -5 dengan luas 506,36 (lima ratus enam koma tiga enam) hektar.
Delineasi BWP RDTR Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak -Kuala

Satong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan BWP

Pasal 4

Penataan BWP Kawasan Pot ensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak 2 Kuala Satong
bertujuan untuk  mewujudkan Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak
2 Kuala Satong sebagai pusat  pertumbuhan ekonomi baru di  Kabupaten
Ketapang yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan fungsi utama masing -masing sub -BWP, meliputi:
a. sub BWP A dengan fungsi utama sebagai pusat perkotaan;
b. sub BWP B dengan fungsi utama sebagai kawasan peruntukan industri,
sentra industri kecil m  enengah dan permukiman;
c. sub BWP C dengan fungsi utama sebagai Kawasan pelabuhan dan
pergudangan; dan
d. sub BWP D dengan fungsi utama sebagai Kawasan ekowisata, agrobisnis
dan konservasi.
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BAB Il

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Rencana struktur ruang BWP , meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi;

c. rencana jaringan energi dan kelistrikan;

d. rencana jaringan telekomunikasi;

e. rencana jaringan sumber daya air;

f. rencana jaringan air minum;

g. rencana jaringan drainase;

h. rencana pengolahan air limbah; dan

i. rencana jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran | | Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana p engembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pusat pelayanan kawasan;

b. sub pusat pelayanan kawasan; dan

c. pusat lingkungan.

Pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdapat di Sub BWP A blok A -2 berfungsi sebagai pusat pemerintahan
kecamatan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.

Sub pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di Sub BWP B blok B -1 berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan
perumahan.

Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupa kan
pusat lingkungan kelurahan/ Desa, terdiri atas:

a. pusat lingkungan di Desa Kuala Tolak terletak di Sub BWP B blok B -3; dan
b. pusat lingkungan di Desa Kuala Satong terletak di Sub BWP D blok D -1.
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Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana j aringan transportasi sebagaiman  a dimaksud dalam P asal 5 ayat (1)

huruf b, terdiri atas:

a. Jaringan transportasi darat; dan

b. jaringan transportasi| aut.

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

terdiri atas:

jalan kolektor primer satu (JKP -1);

jalan kolektor primer dua (JKP -2);

jalan kolektor sekunder ;

jalan lokal primer ;

jalan lingkungan primer ;

jalan lingkungan sekunder;

jalan khusus;

jalur pejalan kaki;

jalur sepeda,;

terminal penumpang tipe C;

terminal barang umum;

|. jambatan timbang; dan

m. halte bus.

Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berupa pelabuhan pengumpan lokal

Jalan kolektor primer satu (JKP -1) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a

meliputi ruas Jalan Siduk 2 Ketapang yang melewati Sub  BWP A blok A-1,

blok A -2, blok A -3, blok A -4, blok A -5, blok A -6, Sub BWP B blok B -1, blok B-

3, Sub BWP C Blok C -2, blok C -3, dan Sub-BWP D blok D -1, blok D -2, blok

D-3, blok D -4.

Jalan kolektor primer dua (JKP -2) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b

meliputi ruas Jalan Satong 2 Manjau yang melewati Sub  BWP B blok B -1.

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi:

a. ruas jalandi Sub BWP A blok A -1;

b. ruas jalandi Sub BWP B blok B -1, blok B -2, dan blok B -3;

c. ruas jalanlingkar di Sub BWP C melewati blok C -1, blok C -2, dan blok C -
3; dan

d. ruas jalandi Sub BWP D melewati blok D -4 dan blok D -5.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi:

a. ruas jalan di seluruh Sub BWP A;

b. ruas jalan di seluruh Sub BWP B;

c. ruas jalan di seluruh Sub BWP C; dan

d. ruasJalandiSub BWP D blok D -4 dan b lok D -5.

Jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

e meliputi jaringan jalan di Sub BWP B blok B-1.

Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f tersebar di seluruh Sub BWP.

AT T STQ@ 0200
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(10) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi jalan

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(1)

(2)

3)

khusus kegiatan pertambangan di Sub BWP B blok B -2, blok B -3 dan di Sub
BWP C blok C -2.

Pada ruas jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) direncanakan
pembangunan perlintasan tidak sebidang (underpass) berupa terowongan
yang melintasi Jaringan Kolektor Primer Satu (JKP -1) di Sub BWP B blok B -2,

blok B -3 dan Sub BWP C blok C -2.

Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi

a. sepanjang ruas jalan JKP -1 di Sub BWP A;

b. sepanjang ruas jalan JKP -1 di Sub BWP B blok B -1;

c. sepanjang ruas jalan JKP -1 di Sub BWP D blok D -1 dan blok D -4;

d. sepanjang ruas jalan JKP -2 di Sub BWP B blok B -1; dan

e. sepanjang ruas jalan lokal primer di Sub BWP A.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berada di sepanjang

ruas jalan lokal primer di Sub BWP A.

Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j di

Sub BWP C blok C -3.

Terminal barang umum sebagaimana dimaksud pada aya t (2) huruf k di Sub
BWP D blok DA4.

Jambatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf | berada di
Sub-BWP D blok D -1.

Halte bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdapat di Sub BWP
A blok A -3, Sub BWP B blok B -1, blok B -2, blok B -3, dan S ub BWP D blok D -
1, blok D -4.

Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di

Sub BWP C blok C -2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 8

Rencana Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dala m Pasal
5 huruf c, terdiri atas

a. saluran udara tegangan tinggi;

b. saluran udara tegangan menengah;

c. saluran udara tegangan rendah; dan

d. gardu.

Saluran Udara Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. sub BWP B blok B -1, blok B -2, blok B -3; dan

b. sub BWP D blok D -4 dan blok D -5.

Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, meliputi:

a. sub BWP A blok A -1, blok A -3, blok A -4;

sub BWP B blok B -1, blok B -2 blok B -3;

sub BWP C blok C -2, blok C -3; dan

sub BWP D blok D -1, blok D -2, blok D -4.

ooo
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Saluran Udara Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, meliputi:

a. seluruh Sub BWP A;

b. seluruh Sub BWP B;

c. seluruh Sub BWP C; dan

d. sub BWP D blok D -1, blok D -3, blok D -4 dan blok D -5.

Gardu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. garduinduk di Sub BWP B blok B -3;

b. gardu hubung di Sub BWP B blok B -1, Sub BWP D blok D -4; dan

c. gardu distribusi di Sub BWP B blok B -3, Sub BWP C blok C -1, blok C -2,
dan Sub BWP D blok D -2.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

Rencana j aringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dala m Pasal 5 huruf

d, terdiri atas

a. jaringan bergerak terestrial; dan

b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

a. jaringan serat optik  di sepanjang jaringan jalan Kolektor Primer 1 (JKP -1);

b. jaringan peningkatan pelayanan berupa peningkatan dan pengembangan
jaringan telekomunikasi dan multimedia di seluruh BWP; dan

c. rumah kabel di Sub BWP A b lok A-3, Sub BWP B b lok B -1, blok B -2, blok
B-3dan SubBWP D b lok D -4.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

menara Base Transceiver Station (BTS) di Sub BWP B b lok B -3, Sub BWP C

blok C -1 dan Sub BWP D b lok D -4.

Bagian Ke enam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

Rencana j aringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e, terdiri atas:

a. air permukaan ;

b. bangunan sumber daya air ; dan

c. sistem jaringan irigasi.

(2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa embung

3)

di Sub BWP B blok B -3 dan Sub BWP D blok D -5.

Banguna n sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa pintu air , terdapat di Sub BWP B blok B -1, blok B -3, Sub BWP C blok
C-2, blok C -3;dan Sub BWP D blok D -1.2, blok D -2, blok D -4, dan blok D -5.
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(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. jaringan irigasi primer terdapat di Sub BWP A blok A -1, blok A -3, blok A -4,
Sub BWP B blok B -1, Sub BWP C blok C -2, blok C -3 dan Sub BWP D blok
D-1, blok D -2, blok D -3, blok D -4, dan blok D -5;
b. jaringani rigasi sekunder tersebar di seluruh BWP.

Bagian K etujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

(1) Rencana j aringan air mi num sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f,
terdiri atas:
a. jaringan perpipaan ;dan
b. jaringan non perpipaan
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pipa transmisi air baku berada di sepanjang jaringan jalan Kolektor Primer
1 (JKP-1); dan
b. pipa unit distribusi berada di sepanjang jaringan jalan Kolektor Primer 2
(JKP-2), jaringan jalan  Kolektor Sekunder dan jaringan jalan lokal primer

(3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Sub BWP B blok B-2 dan blok
B-3; dan

b. terminal air terdapat di:
1. sub BWP Ablok A -3;
2. sub BWP B blok B -3; dan
3. sub BWP D blok D -1danblokD -3.

Bagian Ke delapan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 12

(1) Rencana jaringan drain ase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g,
terdiri atas:
a. saluran drainase primer;
b. saluran drainase sekunder; dan
c. saluran drainaset ersier.
(2) Saluran drainase primer  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

Sungai Siduk , Sungai Pelansi Kecil, Sungai Pelansi Besar, Sungai Satong dan
Sungai Tolak.

(3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berada pada jaringan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP -1) dan jaringan jalan

kolektor sekunder di  Sub BWP B b lok B -1, blok B-2 dan Sub BWP D blok D-4.
(4) Rencana saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan yang menghubungkan

pusat -pusat perumahan menuju ke drainase sekunder dan/atau drainase

primer terdekat.



(1)

(@)

3)

(1)

(@)
3)

(4)

- 16 -

Bagian Kesembilan
Rencana Pengolahan Limbah

Pasal 13

Rencana p engolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

h, terdiri atas:

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat; dan

b. Sistem Pengelolaan Limbah B3.

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. pipainduk untuk air limbah terpadu industri di Sub BWP B blok B-2 dan
blok B-3; dan

b. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Skala Kawasan Tertentu di Sub
BWP B blok B-1, blok B-3 dan Sub BWP D blok D-1dan blok D-4.

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdapat di Sub BWP B blok B-3.

Bagian Kese puluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

Rencanan j aringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf i, terdiri atas :

a. sistem persampahan;

b. jalur evakuasi bencana; dan

c. tempat evakuasi

Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

tempat pemrosesan sementara  terdapat di Sub BWP B blok B-3.

Jalur evakuasi dimaksud pada ayat 1 huruf b , terdiri atas:

a. jalur evakuasi bencana di Ruas jalan kolektor primer -1 (JKP-1);

b. ruas jalan sepanjang SUTT di  Sub BWP B blok B-1, blok B-2 dan Sub BWP
D blok D-4 dan blok D5; dan

c. ruas jalan lingkar Sub BWP B blok B-2 dan B -3, ruas Jalan Lingkar Sub
BWP C blok C-2 dan blok C-3.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. tempat evakuasi sementara, me liputi:
1. sub zonataman kota (RTH -2)di Sub-BWP B Blok B -2;
2. subzonataman RW (RTH -5) di Sub -BWP B Blok B -3;
3. sub zona SPU transportasi skala kota (SPU -1.2) di Sub -BWP C Blok C -

2; dan
4. sub zona perkantoran (KT)di Sub  -BWP A Blok A -2 dan Sub -BWP D Blok
D-4.

b. tempat evakuasi akhir  pada sub zona SPU kesehatan skala kota (SPU -1.3)

di Sub -BWP B Blok B -1.
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BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 15

(1) Rencana pola ruang terdiri atas
a. zonalindung ;dan
b. zonabudi daya.

(2) Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak -
Kuala Satong digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Il Peraturan Bupati ini.

(3) Peta rencana pola ruang RDTR tersebut merupakan peta zonasi ( zoning map )

untuk peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 16
Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a , terdiri atas:
a. zona sempadan pantai (SP);
b. zona sempadan sungai (SS);
c. zona penyangga (PE); dan
d. zona ruang terbuka hijau (RTH).
Paragraf 1

Zona Sempadan Pantai
Pasal 17

Zona sempadan pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a,
dengan luas 136,8 2 (seratus tiga puluh enam koma delapan dua) hektar terdapat
di:

a. sub BWP C blok C-2; dan

b. sub BWP D blok D1 dan blok D-3.
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Paragraf 2
Zona Sempadan Sungai

Pasal 18

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
dengan luas kurang lebih 263, 03 (dua ratus enam puluh tiga koma nol tiga) hektar,
terdapat di:

a. sub BWP B blok B-1, blok B-2, dan blok B-3;

b. sub BWP C blok C-2 dan blok C-3;dan

c. sub BWP D blok D-1, blok D-3, blok D-4 dan blok D-5.

Paragraf 3
Zona Penyangga

Pasal 19

Zona penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢ dengan luas
251,91 (dua ratus lima puluh satu koma sembilan satu) hektar, terdapat di:

a. sub BWP A blok A-1, blok A-2, blok A-4, blok A-5,dan blok A-6;

b. sub BWP B blok B-1, blok B-2, dan blok B-3;

c. sub BWP C blok C-1, blok C-2,dan blok C-3;dan

d. sub BWP D blok D-3, blok D-4,dan blok D-5.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona ruang terbuka h ijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
ddenganluas1.16 1,79 (seribuseratus enam puluh  satu koma tujuh sembilan ),
terdiri atas :

a. subzonataman kota (RTH -2);

b. subzonataman kelurahan (RTH -4);
Cc. subzonataman RW (RTH -5); dan
d. sub zona pemakaman (RTH -7).

(2) Sub zona taman kota (RTH -2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dengan luas 1.13 6,43 (seribu seratus tiga puluh ~ enam koma empat tiga ) hektar
terdapat di:

a. sub BWP A blok A-3 dan blok A-4;

b. sub BWP B blok B-1, blok B-2, dan blok B-3;

c. sub BWP C blok C-2 dan blok C-3; dan

d. sub BWP D blok D-1, blok D-2, blok D-4 dan blok D-5.

(3) Sub Zona Taman Kelurahan (RTH -4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dengan luas 10,22 (sepuluh koma dua dua) hektar terdapat di
a. sub BWP B blok B -1; dan
b. sub BWP D blok D -4.

(4) Sub Zona Taman RW (RTH -5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ,
dengan luas 8,09 (delapan koma nol sembilan) hektar terdapat di Sub BWP B
blok B -1 dan blok B -3.
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Sub Zona Pemakaman (RTH -7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dengan luas 7,05 (tujuh koma nol lima) hektar terdapat di:

a. sub BWP B blok B -1 dan blok B -3; dan

b. sub BWP D blok D -4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona bu di daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri
atas:

T T S@ o a0 T

(1)

(@)

3)

zona Perumahan (R);

zona Pedagangan dan Jasa (K);

zona Perkantoran (KT);

zona Sarana Pelayanan Umum  (SPU);
zona Kawasan Peruntukan Industri (KPD);
zona Pertanian (P);

zona Perikanan (IK);

zona Pariwisata (W);

zona Pertahanan dan Keamanan (HK); dan
zona Lainnya (PL).

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 22

Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan
luas 92 7,27 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma duatujuh ) hektar, meliputi:
a. subzona rumah kepadatan sedang (R -3); dan

b. sub zonarumah kepadatan rendah (R  -4).

Sub zona rumah kepadatan sedang (R  -3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas 74 7,89 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma delapan
sembilan ) hektar berada di Sub  BWP blok B-1 dan blok B-3.

Sub zona rumah kepadatan rendah (R -4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dengan luas 1 14,08 (seratus empat belas koma nol delapan ) hektar
terdapat di:

a. sub BWP B blok B -1 dan blok B -3; dan

b. sub BWP D blok D -1, blok D -2, blok D -3 dan blok D -4.
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Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 23

(1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
b dengan luas 266,69 (dua ratus enam puluh enam koma enam sembilan)
hektar, meliputi:

a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K -1);
b. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K  -2); dan
c. sub zona Perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K  -3.

(2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K  -1) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas 71,50 (tujuh puluh satu koma lima nol) hektar
terdapat di :

a. sub BWP A blok A-1, blok A-5, dan b lok A -6; dan
b. sub BWP C blok C-3.

(3) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan luas 70,15 (tujuh puluh koma satu lima) hektar
terdapat di Sub BWP A blok A-1, blok A-2, blok A-4, dan blok A-6.

(4) Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub  -BWP (K-3) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 125,04 (seratus dua puluh lima koma nol
empat) hektar terdapat di
a. sub BWP A blok A-2 dan blok A-6;

b. sub BWP B blok B-1; dan
c. sub-BWP D blok D-1.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 24

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢ seluas
kurang lebih 22,11 (dua puluh dua koma satu satu) hektar, terdapat di

a. sub BWP A blok A-2;

b. sub BWP C blok C-2; dan

c. sub BWP D blok D-4.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 25

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum  (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf d dengan luas 46,97 (empat puluh enam koma sembilan tujuh) hektar,

meliputi:
a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU -1);
b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU -2); dan

C. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU -3).
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(2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU -1) sebagaimana dimaksud

®3)

(4)

(1)

(2)

pada ayat (1) huruf a dengan luas 39,01 (tiga puluh sembilan koma nol satu)
hektar, terdiri atas:

a. saranap elayanan umum pendidikan skala kota (SPU -1.1) dengan luas 2,73
(dua koma tujuh tiga) hektar terdapat di Sub BWP A blok A-3;
b. sarana pelayanan umum transportasi skala kota (SPU -1.2) dengan luas

31,16 (tiga puluh satu koma satu enam) hektar terdapat di
1. sub BWP C blok C-2dan blok C-3;dan
2. sub BWP D blok D-1dan blok D-4.

c. sarana pelayanan umum kesehatan skala kota (SPU -1.3) dengan luas 5,12
(lima koma satu dua) hektar terdapat di Sub BWP B blok B-1.

Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU -2) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5, 40 (lima koma empat nol ) hektar,

terdiri atas:

a. sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan (SPU -2.1) dengan
luas 3,26 (tiga koma dua enam) hektar terdapat di Sub BWP A blok A-3;

b. sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan (SPU -2.3) dengan luas

1,66 (satu koma enam enam) hektar terdapat di
1. sub BWP A blok A-1;dan
2. sub BWP D blok D-3 dan blok D-4.
c. sarana pelayanan umum peribadatan skala kecamatan (SPU -2.5) dengan
luas 0,48 (n ol koma empat delapan) terdapat di
1. sub BWP A blok A-1, blok A-2, dan blok A-4; dan
2. sub BWP D blok D-1.
Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU -3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 2,56 (dua koma lima enam) hektar,
terdiri atas:
a. sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan (SPU -3.1) dengan
luas 2,45 (dua koma empat lima) hektar terdapat di
1. sub BWP A blok A-2;
2. sub BWP B blok B-1;
3. sub BWP C blok C-2; dan
4. sub-BWP D blok D-4.

b. sarana pelayanan umum transportasi skala kelurahan (SPU -3.2) dengan
luas 0,11 (nol koma satu satu) hektar terdapat di Sub BWP C blok C-3.
Paragraf 6

Zona K awasan Peruntukan Industri

Pasal 26
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf e dengan luas 1.46 8,40 (seribu empat ratus enam puluh delapan

koma empat nol ) hektar , terdiri atas:

a. Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan

b. Sub Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Sub zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana di maksud dalam
ayat (1) huruf a dengan luas 1.000,68 (seribu koma enam delapan) hektar
terdapat di Sub BWP B blok B-2.
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(3) Sub zona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan luas 46 7,72 (empat ratus enam puluh  tujuh koma
tujuh dua ) hektar terdapat di Sub  BWP B blok B-2 dan blok B-3.

Paragraf 7
Zona Pertanian

Pasal 27

(1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dima ksud dalam Pasal 21 huruf  f dengan luas
1.087,81 (seribu delapan puluh tujuh koma delapan satu ) hektar, terdiri atas:
a. sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (P -1); dan
b. sub Zona Pertanian Hortikultura (P -2).

(2) Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (P -1) sebagaimana di maksud dalam ayat
(1) huruf a dengan luas 537,35 (lima ratus tiga puluh tujuh koma tiga lima )
hektar terdapat di
a. sub BWP A blok A-4;
b. sub BWP C blok C-1 dan b lok C-2; dan
c. sub BWP D blok D-2.

(3) Sub Zona Pertanian Hortikultura (P -2) sebagaimana di maksud dalam ayat (1)
huruf b dengan luas 550,4 6 (lima ratus lima puluh satu koma empat enam)
hektar terdapat di Sub  BWP D blok D-4.

Paragraf 8
Zona Perikanan

Pasal 28

Rencana Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g
meliputi sub zona perikanan budidaya (IK -2) dengan luas 38,86 (tiga puluh delapan
koma delapan enam) hektar terdapat di Sub BWP D blok D-1, blok D-3 dan blok
D-4.
Paragraf 9
Zona Pariwisata

Pasal 29
Zona Pariwisata (W) sebagaima na dimaksud dalam  Pasal 21 huruf h  meliputi sub
zonawisataalam (W -1)denganluas 17 3,84 (seratustujuhpuluh  tiga koma delapan

empat ) hektar terdapat di Sub  BWP D blok D-3.

Paragraf 10
Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 30

Zona Pertahanan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i
dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektar terdapat di Sub BWP A blok A-4.
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Paragraf 11
Zona Lainnya

Pasal 31

(1) Zona Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 21 hurufj , dengan luas
238,82 (dua ratus tiga puluh delapan koma delapan dua), meliputi:

a. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL -3;
b. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL -4); dan
c. Sub zona pergudangan (PL -6).

(2) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL  -3) sebagaimana di maksud
dalam ayat (1) huruf a dengan luas 6,62 (enam koma enam dua) hektar terdapat
di Sub BWP B blok B-3.

(3) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana di maksud dalam
ayat (1) huru f b denganluas1 0,50 (sepuluh koma lima nol) hektar terdapat di
Sub BWP B blok B-3.

(4) Sub Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c
dengan luas 221,7 1 (duaratus dua puluh satu koma tujuh satu ) hektar terdapat
di Sub BWP C blok C-2.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 32

(1) Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan
RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Rencana Penetapan Sub -BWP yang diprioritaskan  penanganannya,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | V Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) Sub-BWP yang diprioritaskan penangan annya, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 terdiri atas:
a. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan;
b. pengembangan baru prasa rana, sarana, dan blok/kawasan; dan
c. pelestarian/perlindungan blok/kawasan.

(2) Sub-BWP yang diprioritaskan den  gan tema penanganan Perbaikan prasarana,
sarana, dan blok/kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
seluas 75,47 (tujuh puluh lima koma empat tujuh) hektar, yang terdapat di Sub
BWP A blok A -2.

(3) Sub-BWP yang diprioritaskan dengan tema Pengembang an baru prasarana,
sarana, dan blok/kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
seluas 120,16 (seratus dua puluh koma satu enam) hektar, yang terdapat di
Sub BWP A blok A-1, blok A -3, dan blok A -4.
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Sub-BWP yang diprioritaskan dengan tema Pelestarian/perlindungan
blok/kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 96,88
(Sembilan puluh enam koma delapan delapan) hektar, yang terdapat di Sub
BWP A blok A-5dan blok A-6.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala
Tolak -Kuala Satong Tahun 2020 -2040 merupakan upaya perwujudan rencana
struktur ruang dan rencana pola ruang yang dijabarkan kedalam indikasi
progra m utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana
dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan
sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya
masa berlaku perda tentang RDTR.

Ketentuan pema nfaatan ruang RDTR Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala
Tolak -Kuala Satong Tahun 2020 -2040, terdiri atas:

a. program perwujudan rencana struktur ruang;

b. program perwujudan rencana pola ruang; dan

c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan
penanganannya.
Pelaksanaan RDTR Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak -Kuala

Satong Tahun 2020 -2040 terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
a. tahap | (Tahun 2020 -2025);

b. tahap Il (Tahun 2026 -2030);

c. tahap Il (Tahun 2031 -2035); dan

d. tahap IV (Tahun 2036 -2040).

Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi
swasta dan kerjasama pendanaan.

Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
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BAB VI
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Peraturan zonasi berfungsi sebagai:

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya

pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;

acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan
penetapan lokasi investasi.

Peraturan zonasi sebaga imana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar,

terdiri atas:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimal,

ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

o

-0 o0 oy

Bagian Kedua
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2) hurufa  dan hurufb , terdiri atas:

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (1);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona
atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
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Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaa n lahan yang dibatasi

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu
beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan
jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun
ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan
meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;
dan

c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah
ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka
pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan
pertimbangan -pertimbangan khusus.

Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan

persyaratan -persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan

persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak

yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) merupakan kategori

kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan

rencana peruntukan ruang yang direncanaka n dan dapat menimbulkan
dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. KDB maksimum;

b. KLB maksimum;

c. KDH minimal; dan

d. luas minimal bidang tanah  pada zona perumahan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6),

meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona lindung; dan

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona budidaya.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7) huruf

a, terdi ri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona sempadan pantai (SP);

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona sempadan sungai (SS);

c. ketentuan kegiatan dan pen ggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona penyangga (PE); dan

d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona ruang terbuka hijau (RTH).
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(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan inten sitas
pemanfaatan ruang zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7) huruf
b, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona perumahan (R);

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan in tensitas
pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa (K);

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona perkantoran (KT);

d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona sara na pelayanan umum (SPU);

e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri (KPI);

f. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona pertanian (P);

g. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona perikanan (IK);

h. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona pariwisata (W -1);

i. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ke tentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona Hankam (HK); dan

j.  ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang zona lainnya (PL).

(10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk masing -masing sub zona tercantum dalam Lampiran VI Peraturan

Bupati ini.

(11) Ketentuan bersyarat terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) untuk masing -masing kegiatan tercantum dalam

Lampiran VII Peraturan  Bupati ini.

Paragraf 1
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan

Ketentuan Intensitas Pemanfaata  n Ruang Zona Sempadan Pantai

Pasal 38
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona sempadan pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat ( 8) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona sempadan pantai (SP); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan pantai (SP).
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(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zo na sempadan pantai (SP),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi pertanian tanaman
semusim, perkebunan buah buahan penghasil minyak, jasa penangkapan

ikan di laut, jasa penangkapan ikan di p erairan umum, budidaya ikan laut,
jasa budidaya ikan laut, budidaya ikan air payau, jasa budidaya ikan air
payau, perdagangan ecaran bahan bakar kendaraan di SPBU/SPBG, dan
lapangan parkir umum

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B),

meliputi penangkaran tumbuhan/satwa liar, pengusahaan pembibitan
tanaman kehutanan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, industri
pembuatan kapal dan perahu, reparasi pemasangan mesin dan peralatan,
reparasi produk logam, pabrikasi, mesin dan peralatan , dan terminal
khusus .

c. pemanfaatan yang diperbolehkan (I), pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) yang tidak disebutkan pada huruf a, dan pemanfaatan yang

tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
d. Kketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan pantai (SP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KDB maksimum 2  %;
b. KLB maksimum 0,02 ; dan
c. KDH minimal 90%.

Paragraf 2
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaa tan Ruang Zona Sempadan Sungai

Pasal 39

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat ( 8) huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona sempadan pantai (SP); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan pantai (SP).
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(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona sempadan sungai (SS),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi pertanian tanaman
semusim, perkebunan buah buahan penghasil minyak, budidaya ikan air
tawar, jasa budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, jasa budidaya
ikan air payau, perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di
SPBU/SPBG, dermaga angkutan sungai, lapangan parkir umum, dan
pondok wisata .

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B),
meliputi penangkaran tumbuhan/satwa liar, pengusahaan pembibitan
tanaman kehutanan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, industri
pembuatan kapal dan perahu, repara si dan pemasangan mesin dan
peralatan, dan reparasi produk logam pabrikasi, dan mesin dan peralatan ,
dan terminal khusus

c. pemanfaatan yang diperbolehkan (I), pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) yang tidak disebutkan pada huruf a, dan pemanfaatan yang

tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
d. Kketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan p ada huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona sempadan sungai (SS),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KDB maksimum 2%;
b. KLB maksimum 0,02 ; dan
c. KDH minimal 90%

Paragraf 3
Ketentuan Ke giatan Dan Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Penyangga
Pasal 40

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat ( 8) huruf c, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona penyangga (PE); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona penyangga (PE).
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona penyangga (PE), sebagaimana
dimaksud pada ay at (1) huruf a meliputi:
a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi lapangan parkir umum,
pondok wisata, bumi perkemahan, museum dan operasional bangunan dan
situs bersejarah, aktivitas olahraga, aktivitas taman bertema atau taman
hiburan, dan day a tarik wisata buatan/binaan manusia.
b. pemanfaatan yang diperbolehkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
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(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona penyangga (PE), sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KDB maksimum 10%;
b. KLB maksimum 0,02; dan
c. KDH minimum 90%.

Paragraf 4
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 41

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat ( 8) huruf d, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona ruang terbuka hijau  (RTH);
dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zonaruangte rbuka hijau (RTH).
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona ruang terbuka hijau (RTH),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona taman kota (RTH -2);
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona taman kelurahan
(RTH-4);
c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona taman RW (RTH -5);
dan
d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona pemakaman (RTH -7).
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:
a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kota (RTH -2);
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kelurahan (RTH -
4);
c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman RW (RTH -5); dan
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pemakaman (RTH -7).
(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona taman kota (RTH -2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi sawah, ladang,
hor tikultur dan rumah kaca, penjualan tanaman yang dikembangbiakan,
perkebunan buah buahan penghasil minyak, industri barang dari
kayu/industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan,
bambu dan sejenis lainnya, rumah tinggal, guest house, pav iliun, rumah
dinas, dan rumah kantor.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B),
meliputi pusat transmisi/pemancar telekomunikasi.

c. pemanfaatan yang diperbolehkan (l), pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) yang tidak disebutkan dalam huruf a dan pemanfaatan yang
tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

d. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
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(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman kota (RTH -2),
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. KDB maksimum 20%:;
b. KLB maksimum 0,1 ; dan
c. KDH minimal 90%.
(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona taman kelurahan (RTH -4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a.

pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi penjualan tanaman
yang dikembangbiakan, perkebunan buah buahan penghasil minyak,
warung makan, museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah,
aktivitas olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, dan daya

tarik wisata alam.

b. pemanfaatan bersyarat terbatas dan bersyarat tertentu (T,B), meliputi pusat
transmisi/ pemancar telekomunikasi.
c. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaat an yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
d. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
(7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona tama n kelurahan (RTH -4),

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. KDB maksimum 20%;
b. KLB maksimum 0,1 ; dan
c. KDH minimal 90%.
(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona taman RW (RTH -5)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi perkebunan buah
buahan penghasil minyak, museum dan operasional bangunan dan situs
bersejarah, aktivitas olahraga, aktivitas taman bertema atau taman
hiburan, dan daya tarik wisata alam.

b. pemanfaatan bersyarat terbatas dan bersyarat tertentu (T,B), meliputi
pusat transmisi/pemancar telekomunikasi.

c. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

d. ketentuan syaratuntuk masing -masing kegiatan pada huruf a dan huruf
b tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati  ini.

(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona taman RW (RTH -5),
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, meliputi:

a. KDB maksimum sebesar 20%;

b. KLB maksimum 0,1 ; dan

c. KDH minimal 90%.

(10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona pemakaman (RTH -7)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi perkebunan buah
buahan penghas il minyak .

b. pemanfaatan bersyarat terbatas dan bersayat tertentu ( T,B), meliputi
pusat transmisi/pemancar telekomunikasi.

c. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

d. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a dan huruf

b tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
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(11) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pemakaman (RTH -7),
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
a. KDB maksimum 0%;
b. KLB maksimum 0,1 ; dan
c. KDH minimal 90%.

Paragraf 5
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pema nfaatan Ruang Zona Perumahan

Pasal 42

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan Kketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat ( 9) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona perumahan (R); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perumahan (R).

(2) Ketentuan kegiatan dan  penggunaan lahan zona perumahan (R) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perumahan kepadatan
sedang (R-3); dan

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perumahan kepadatan
rendah (R-4).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perumahan (R) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perumahan kepadatan
sedang (R-3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perumahan kepadatan
rendah (R -4).

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona rumah kepadatan sedang

(R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi pertanian tanaman
semusim, sawah, ladang, hortikultur ~a dan rumah kaca, perkebunan buah
buahan penghasil minyak, perkebunan tanaman tahunan lainnya, asrama,
rumah kost, guesthouse , paviliun, toko, rumah toko (ruko), apartemen hotel
komersial, dan penitipan anak.

b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B), meliputi penjualan tanaman yang
dikembangbiakkan, penangkaran tumbuhan/satwa liar, aktivitas
kebersihan/pencucian mobil motor, aktivitas p raktik dokter dan dokter gigi,
prakt ik bidan/rumah bersalin, klinik/poliklinik, klinik dan/ata u rumah
sakit hewan, apotik, dan studio keterampilan.

c. Pemanfaatan bersyarat terbatas dan bersyarat tertentu (T,B), meliputi pusat
transmisi/pemancar telekomunikasi, pengelolaan air, pengelolaan air
limbah, pengelolaan dan aur ulang sampah, aktivitas remedi asi dan
pengelolaan sampah lainnya, rumah kantor (rukan), reparasi dan
perawatan mobil, dan perdagangan suku cadang dan aksesori mobil.
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d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) yang tidak disebutkan pada huruf a, pemanfaatan bersyarat
tertentu (B) yang tidak disebutkan pada huruf b, pemanfaatan bersyarat
terbatas dan bersyarat tertentu (T,B) yang t idak disebutkan pada huruf c,
dan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran
VI Peraturan Bupati ini.

e. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan sedang

(R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. KDB maksimum 70%;

b. KLB maksimum 2,8;

c. KDH minimum 20%; dan

d. luas minimum bidang tanah 150 meter persegi.

(6) Ketentuan kegiatan sub zona rumah kepadatan rendah (R -4) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi pertanian tanaman
semusim, perkebunan buah buahan penghasil minyak, asrama, guest
house, paviliun, toko , rumah toko (ruko), apartemen komersial, pendidikan
dasar dan pendidikan anak usia dini, dan penitipan anak.

b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B), meliputi penjualan tanaman yang
dikembangbiakan, penangkaran tumbuhan/satwa liar, aktivitas
kebersihan/pencuci an mobil motor, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi,
praktik bidan/rumah bersalin, Kklinik/poliklinik, Klinik dan/atau rumah
sakit hewan, apotik, dan studio keterampilan.

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B),
meliputi peternakan, jasa penunjang pertanian dan pasca panen,
penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, reparasi dan
pemasangan mesin dan peralatan, pusat transmisi/pemancar
telekomunikasi, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan
daur ulang sampah, rumah kantor (rukan), reparasi dan perawatan mobil.

d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (l), pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) yang tidak disebutkan pada huruf a, pemanfaatan bersyarat
tertentu (B) yang tidak disebutkan pada huruf b, pemanfaatan bersyarat
secara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B) yang tidak disebutkan pada
huruf ¢, dan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

e. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan rendah

(R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, me liputi:

a. KDB maksimum 70%;

b. KLB maksimum 2,1;

c. KDH minimal 20%; dan

d. luas minimal bidang tanah seluas 200 meter persegi.
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Paragraf 6
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Rua ng Zona Perdagang an d an Jasa

Pasal 43

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat ( 9) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona perdagangan dan jasa (K);
dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perdagangan dan jasa (K).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona pedagangan dan jasa (K),

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perdagangand an jasa

skala kota (K -1);

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perdagangan dan jasa
skala BWP (K -2); dan

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona Perdagangan dan jasa
skala Sub -BWP (K-3).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona peda gangan dan jasa (K),

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perdagangan dan jasa
skala kota (K -1);

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perdagangan dan jasa
skala BWP (K -2); dan

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona Perdagangan dan jasa
skala Sub -BWP (K-3).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perdagangan dan jasa

skala kota (K -1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi rumah tinggal,
house, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup, perdagangan
eceran bahan bakar kendaraan di SPBU/SPBG, pasar tradisional, hotel

melati, penyiaran radio, aktivitas biro perja lanan wisata, jasa informasi

pariwisata, dan pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta.
b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B), meliputi penangkaran
tumbuhan/satwa liar, dan rumah kantor (rukan).

c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tert entu (T,B),
meliputi rumah kantor (rukan).

d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) , pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) yang tidak disebutkan pada huruf a dan pemanfaatan yang
tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati

e. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf c tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati  ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala

kota (K -1), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. KDB maksimum 80%;

b. KLB maksimum 2,5; dan

c. KDH minimum 20%.



-35 -

(6) Ketentuan kegiatan sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K -2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi jasa penunjang
pertanian dan pasca panen, reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan,
reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan, rumahtinggal, guest
house, hotel bintang, apartemen hotel komersial, pendidikan bimbingan
belajar dan konseling swasta, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, dan
Klinik/poliklinik.

b. pemanfaatan bersyarat tertentu ( B), meliputi penangkaran
tumbuhan/satwa liar, dan rumah kantor (rukan).

c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B),
meliputi rumah kantor (rukan).

d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) ya ng tidak disebutkan pada huruf a dan pemanfaatan yang
tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

e. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala

BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hur uf b, meliputi:

a. KDB maksimum 80%;

b. KLB maksimum 2,5; dan

c. KDH minimum 20%.

(8) Ketentuan kegiatan sub zona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP (K-3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi:
a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi reparasi dan
pemasangan mesin dan peralatan, reparasi produk logam pabrikasi, mesin
dan peralatan, rumah tinggal, guest house, perdagangan mobil,
perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau, perdagangan besar
barang keperluan rumah tangga, perdagangan besar m esin, peralatan dan

perlengkapannya, perdagangan besar khusus lainnya, aktivitas pemutaran
film, pendidikan belajar dan konseling swasta.

b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B), meliputi penangkaran
tumbuhan/satwa liar.

c. pemanfaatan bersyaratsecara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B) meliputi
rumah kantor (rukan).

d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (l), pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) yang tidak disebutkan pada huruf a, dan pemanfaatan yang

tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampira n VI Peraturan Bupati ini.
e. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf c tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perdagangan dan jasa skala

Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
a. KDB maksimum sebesar 80%;

b. KLB maksimum 2,5; dan

c. KDH minimum 20%.
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Paragraf 7
Ketentuan Keg iatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pemanfa  atan Ruang Zona Perkantoran

Pasal 44

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan Kketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat ( 9) huruf c, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona perkantoran (KT); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona perkantoran (KT).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona perkantoran (KT),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi rumah tinggal ,
perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan,
minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, aktivitas
profesional, dan ilmiah dan teknis lainnya.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VIl Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perkantoran (KT),
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. KDB maksimum 80%;

b. KLB maksimum 2,5; dan

c. KDH minimal 20%.

Paragraf 8
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Inte nsitas Pemanfaatan Ruang Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 45
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan

ruang zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (9) huruf d, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU -1);
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU -
2); dan

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona sarana pel  ayanan umum skala desa/kelurahan (SPU -
3).
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Pasal 46

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan Kketentuan intensitas
pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona sarana pelayanan
umum skala kota (SPU -1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum
skala kota (SPU -1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona sarana pelayanan umum
skala kota (SPU -1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
pendidikan skala kota/kabupaten (SPU -1.1);

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
transportasi skala kota/kabupaten (SPU -1.2); dan

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
kesehatan skala kota/kabupaten (SPU -1.3).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum
skala kota (SPU -1) sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum

pendidikan skala kota/kabupaten (SPU -1.1);

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum
transportasi skala kota/kabupaten (SPU -1.2);dan

c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum
kesehatan skala kota/kabupaten (SPU -1.3).

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
pendidikan skala kota/kabupaten (SPU -1.1) sebgaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, meli puti:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi rumah dinas, warung
makan, gedung olah seni, studio keterampilan, museum dan operasional
bangunan dan situs bersejarah, gelanggang renang, lapangan sepak bola,
dan lapangan sepak bola/futsal indoor.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf b tercantum
dalam Lampiran VII  Peraturan Bup ati ini.

(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum pendidikan
skala kota/kabupaten (SPU  -1.1) sebgaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
meliputi:

a. KDB maksimum 80%;

b. KLB maksimum 3,0; dan

c. KDH minimum 20%

-1)
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(6) Ketentuan kegiatan sarana pelayanan umum transportasi skala

(7)

(8)

(9)

(1)

kota/kabupaten (SPU -1.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi rumah dinas dan
warung makan.

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat te rtentu (T,B),
meliputi pedagang kaki lima (PKL), aktivitas jasa informasi lainnya, aktivitas
biro perjalanan wisata, jasa informasi pariwisata, aktivitas pengepakan, dan
ketertiban dan keamanan masyarakat.

c. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanf aatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati  ini.

d. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati  ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum transportasi

skala kota/kabupaten (SPU  -1.2) sebgaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

meliputi:

a. KDB maksimum 80%;

b. KLB maksimum 3,0; dan

c. KDH minimum 20%.

Ketentuan kegiatan sarana pelayanan umum kesehatan skala kota/kabupaten

(SPU-1.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi rumah dinas dan
warung makan.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VIl Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum kesehatan

skala kota/kabupaten (SPU  -1.3) sebagaimana dimaksud p  ada ayat (3) huruf c,

meliputi:

a. KDB maksimum 80%,

b. KLB maksimum 3,0; dan

c. KDH minimum 20%.

Pasal 47

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU

2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona sarana pelayanan
umum skala kecamatan (SPU  -2); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum
skala kecamatan (SPU -2).
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(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona sarana pelayanan umum
skala kecamatan (SPU -2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
pendidikan skala kecamatan (SPU  -2.1);

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
kesehatan skala kecamatan (SPU -2.3); dan

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
peribadatan skala kecamatan (SPU  -2.5).

(3) Ketentuan inte nsitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum
skala kota (SPU -1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum
pendidikan skala kecamatan (SPU  -2.1);

b. ketentuan intensitas pem anfaatan ruang sarana pelayanan umum
kesehatan skala kecamatan (SPU -2.3); dan

c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum
peribadatan skala kecamatan (SPU  -2.5).

(4) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
pendidikan skal a kecamatan (SPU -2.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi warung makan, gedung
olah seni, studio keterampilan, dan lapangan sepak bola.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanf aatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VII  Peraturan Bupati ini.

(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum pendidikan
skala kecamatan (SPU -2.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
meliputi:

a. KDB maksimum 80%;

b. KLB maksimum 3,0; dan

c. KDH minimum 20%.

(6) ketentuan kegiatan sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan (SPU

2.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi warung makan,
museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah dan lapangan
sepak bola/futsal indoor.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan () dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VIl Peraturan Bupati ini.

(7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum kesehatan
skala kecamatan (SPU -2.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
meliputi:

a. KDB maksimum 80%;
b. KLB maksimum 3,0; dan
c. KDH minimum 20%.
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Ketentuan kegiatan sarana pelayanan umum peribadatan skala kecamatan

(SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi warung makan.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk kegiatan pada huruf a tercantum dalam Lampiran
VII Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum peribadatan

skala kecamatan (SPU -2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

meliputi:

a. KDB maksimum 80%;

b. KLB maksimum 3,0; dan

c. KDH minimum 20%.

Pasal 48

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum skala desa/kelurahan

(SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona sarana pelayanan
umum skala desa/kelurahan (SPU -3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum
skala desa/kelurahan (SPU  -3).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub Zzona sarana pelayanan umum

skala desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
pendidikan skala desa/kelurahan (SPU -3.1), dan

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
transportasi skala desa/kelurahan (SPU -3.2).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum

skala desa/kelurahan (SPU -3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaa n lahan sarana pelayanan umum
pendidikan skala desa/kelurahan (SPU -3.1), dan

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum
transportasi skala desa/kelurahan (SPU -3.2).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sarana pelayanan umum

pendidika n skala desa/kelurahan (SPU  -3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi warung makan,
museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, dan gelanggang

renang.
b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VIl Peraturan Bupati ini.
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(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum pendidikan
skala desa/kelurahan (SPU -3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
meliputi:

a. KDB maksimum 80%;
b. KLB maksimum 3,0; dan
c. KDH minimum 20%.

(6) Ketentuan kegiatan sarana pelayanan umum transportas I skala
desa/kelurahan (SPU -3.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi aktivitas warung
makan.

b. pemanfaatan bersyarat secaraterbatas danbersyarat tertentu( T,B) meliputi
aktivitas pengepak an dan ketertiban/keamanan masyarakat.
c. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak

diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.
d. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini .

(7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sarana pelayanan umum transportasi
skala desa/kelurahan (SPU  -3.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
meliput i:

a. KDB maksimum 80%;
b. KLB maksimum 3,0; dan
c. KDH minimum 20%.

Paragraf 9
Ketentuan Kegiatan d an Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang Zona K awasan Peruntukan Industri

Pasal 49

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang
zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat ( 9) huruf e, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona kawasan peruntukan
industri (KPI); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang z ona kawasan peruntukan
industri (KPI).
(2) Ketentuan kegiatan dan  penggunaan lahan zona kawasan peruntukan industri
(KPI), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona kawasan peruntukan
industri  (KPI); dan
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona sentra industri kecil
menengah (SIKM).
(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona kawasan peruntukan industri
(KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan intensitas pema nfaatan ruang sub zona kawasan peruntukan
industri (KPI); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sentra industri kecil
menengah (SIKM).
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Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona kawasan peruntukan

industri (KPI) sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi pengelolaan air,
pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, penimbunan
barang rongsokan, aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya,
asrama, rumah dina s, perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di
SPBU/SPBG, warung makan, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, dan balai pengobatan.

b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) meliputi penangkaran
tumbuhan/satwa liar

c. pemanfaatan bersyarat secaraterbatas d an bersyarat tertentu (T,B) meliputi
penangkaran tumbuhan/satwa liar.

d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak

diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

e. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati  ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Kawasan peruntukan

industri (KPI), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. KDB maksimum 70%;

b. KLB maksimum 3,2; dan

c. KDH minimum 20%.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona sentra industri kecil

menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi pengelolaan air,
pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas
remediasi dan pengelolaan sampah lainnya, asrama, rumah kost, guest
house, paviliun, rumah dinas, dan perdagangan eceran bahan bakar
kendaraan di SPBU/SPBG

b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) meliputi penangkaran
tumbuhan/satwa liar, aktivitas praktik dokter dan dokter gigi, praktek
bidan/rumah bersalin, klinik/poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit
hewan, dan apotik.

c. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B),
meliputi pusat transmisi/pemancar telekomunikasi.

d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) , pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T) yang tidak disebutkan pada huruf a, dan pemanfaatan yang
tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

e. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini .

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sentra industri kecil dan

menengah (SIKM), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. KDB maksimum 70%;

b. KLB maksimum 2,5; dan

c. KDH minimum 20%.
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Paragraf 10
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ruang dan
Ketentuan Intensitas Pema nfaatan Ruang Zona Pertanian

Pasal 50

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan Kketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (9) huruf f, meliputi:

a.
b.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona pertanian (P); dan
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertanian (P).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona pertanian (P), sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

b.

ketentuan kegiatan dan penggu naan lahan sub zona pertanian tanaman
pangan (P -1); dan

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona pertanian hortikultura
(P-2).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertanian (P), sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. intensit as pemanfaatan ruang sub zona pertanian tanaman pangan (P -1);
dan
b. intensitas pemanfaatan ruang sub zona pertanian hortikultura (P -2).
(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona pertanian tanaman
pangan (P -1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi hortikultur dan rumah

kaca, pertanian tanaman tahunan, budidaya ikan air tawar, rumah dinas,
perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko,
dan warung makan

b. pemanfaatan bersyarat secaraterbatas danbersyarat tertentu( T,B) meliputi
peternakan.

c. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diper bolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

d. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub pertanian tanaman pangan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. KDB maksimum 10%;

b. KLB maksimum 0,4; dan

C.

KDH minimum 20%.



(6)

(7)

(1)

(@)

3)

- 44 -

Ketentuan kegiatan sub zona pertanian hortikultura (P -2) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi sawah, pertanian
tanaman tahunan, budidaya ikan air tawar , rumah tinggal, rumah dinas,
rumah, toko, kantor (rukan), perdagangan eceran khusus makanan,
minuman dan tembakau di toko, toko, warung makan, dan real estat yang
dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata.

b. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) meliputi penangkaran
tumbuhan/satwa liar, peternakan.

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu (T,B),
meliputi peternakan.

d. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak

diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.
e. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini .

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pertanian holtikultura,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. KDB maksimum 60%;

b. KLB maksimum 2,8; dan

c. KDH minimum 20%.

Paragraf 11
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Peman faatan Ruang Zona Perikanan

Pasal 51

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat ( 9) huruf g, berupa berupa ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang

dan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perikanan budidaya (IK -2),

meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perikanan budidaya
(IK); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona per ikanan budidaya (IK).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona perikanan budidaya (IK -

2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi industri pengolahan dan
pengawetan ikan dan biota air, perdagangan eceran khusus makanan,
minuman dan tembakau di toko, dan warung makan.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VIl  Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona perikanan (IK), meliputi:

a. KDB maksimum 20%;

b. KLB maksimum 0,4; dan

c. KDH minimum 20%.

Paragraf 12
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Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Peman faatan Ruang Zona Pariwisata

Pasal 52

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang zona pariwisata (W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat ( 9) huruf h, berupa ketentuan dan intensitas pemanfaatan ruang sub

zona wisata alam (W -1), terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona wisata alam (W -1); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona wisata ala m (W-1).
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona wisata alam (W -1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi pertanian tanaman
semusim, perkebunan buah buahan penghasil minyak, budidaya ikan air
laut, budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, guest house,
paviliun, hotel bintang, hotel melati, restoran dan penyediaan makanan
keliling.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (1) , pemanfaatan bersyarat secara
terbatas (T ) yang tidak disebutkan pada huruf a, dan pemanfaatan yang
tidak diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

c. Kketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VII  Peraturan Bupati ini.

Ketentuan int ensitas pemanfaatan ruang sub zona wisata alam (W -1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KDB maksimum 70%;

b. KLB maksimum 2,8; dan

c. KDH minimal 20%.

Paragraf 13
Ketentuan Ke giatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas  Pemanfaatan Ruang Z ona Pertahanan d an Keamanan

Pasal 53

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 9) huruf i, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona pertahanan dan keamanan
(HK); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan
(HK).
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Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona pertahanan dan keamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi asrama, rumah dinas,
dan warung makan.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran V | Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VII  Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pertahanan dan keamanan (HK)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. KDB maksimum 70%;

b. KLB maksimum 2,8; dan

c. KDH minimum 20%.

Paragraf 14
Ketentuan Kegiatan d an Penggunaan Lahan dan
Ketentuan Intensitas Pem anfaatan Ruang Zona Lainnya

Pasal 54

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan Kketentuan intensitas

pemanfaatan ruang zona lainnya (PL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (9) huruf j, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lainnya (PL); dan

b. ketentuan intensitas = pemanfaatan ruang zona lainnya (PL).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lainnya (PL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona Instalasi Pengolahan
Air Minum (IPAM) (PL -3);

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) (PL -4); dan

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona pergudangan (PL-6).

Ketentuan intensitas pemanfataan ruang zona lainnya (PL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Instalasi Pengolahan Air
Minum (IPAM) (PL -3);

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang su b zona Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) (PL -4); dan

c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pergudangan (PL -6).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona Instalasi Pengolahan Air

Minum (IPAM) (PL -3) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T), meliputi warung makan.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VIl Peraturan Bupati ini.
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Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Instalasi Pengolahan Air
Minum (IPAM) (PL -3), sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a,
meliputi:

a. KDB maksimum 15%;
b. KLB maksimum 0,5; dan
c. KDH minimum 20%.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) (PL -4), sebagaimana dima ksud dalam pada ayat (2) huruf b,
meliputi:

a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi warung makan.

b. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

c. ketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a tercantum
dalam Lampiran VII  Peraturan Bupati ini.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) (PL -4), sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf b,

meliputi:

a. KDB maksimum 15%;

b. KLB maksimum 0,5; dan

c. KDH minimum 20%.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sub zona pergudangan (PL -6),
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf ¢, meliputi:
a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi rumah tinggal,

perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan,
minuma n atau tembakau di supermarket/minimarket, perdagangan eceran
bahan bakar kendaraan di SPBU/SPBG, warung makan, rumah
minum/kafe, dan balai pengobatan.

b. pemanfaatan bersyarat secaraterbatas danbersyarat tertentu( T,B) meliputi
pusat transmisi/ pemancar te lekomunikasi.

c. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) dan pemanfaatan yang tidak

diperbolehkan (X) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

d. Kketentuan syarat untuk masing -masing kegiatan pada huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini .

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pergudangan (PL -6),

sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf ¢, meliputi:
a. KDB ma ksimum 70%;

b. KLB maksimum 3.0; dan

c. KDH minimum 20%.

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 55

Ketentuan tatabangu nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf
¢, meliputi:

a. garis sempadan bangunan minimum; dan

b. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
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(2) Garis sempadan bangunan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. garis sempadan bangunan minimum 15 meter pada kelas jalan kolektor;

b. garis sempadan bangunan minimum 4 meter pada kelas jalan lokal; dan

c. garis sempadan bangunan minimum 3 meter pada kelas jalan lingkungan.

(3) Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:

a. untuk ketinggian bangunan kurang dari 8 meter, jarak bebas samping dan
jarak bebas belak ang bangunan minimal 1,5 meter;

b. untuk Kketinggian bangunan antara 8 meter sampai dengan 10 meter, jarak
bebas samping dan jarak bebas belakang bangunan minimal 2 meter;

c. untuk Kketinggian bangunan lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter,
jarak bebas sampin g dan jarak bebas belakang bangunan minimal 2,5
meter;

d. untuk Kketinggian bangunan lebih dari 12 meter sampai dengan 14 meter,
jarak bebas samping dan jarak bebas belakang bangunan minimal 3 meter;
dan

e. untuk Kketinggian bangunan lebih dari 14 meter sampai dengan 20 meter,
jarak bebas samping dan jarak bebas belakang bangunan minimal 4 meter.

f. untuk Kketinggian bangunan lebih dari 20 meter, diberlakukan ketentuan
jarak bebas samping minimal 8 meter dan jarak bebas belakang minimal 10

meter.
Bagian Kee mpat
Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
Pasal 56
(1) Ketentuan sarana dan prasarana mini mal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (2) huruf d terdapat dalam masing -masing zona meliputi:
a. zona sempadan pantai (SP);
b. zona sempadan sungai (SS);
c. zona penyangga (PE);
d. zona ruang terbuka hijau (RTH);
e. zona perumahan (R);
f. zona perdagangan dan jasa (K);
g. zona perkantoran (KT);
h. zona sarana pelayanan umum (SPU);
I. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
j.  zona pertanian (P);
k. zona perikanan (IK);
. zona pariwisata (W) ; dan
m. zona pertahanan dan keamanan (HK).



- 49 -

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona sempadan pantai (SP)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
jalur pejalan kaki;
ruang terbuka hijau;
ruang terbuka non hijau;
utilitas perkotaan;
prasarana lingkungan; dan
. fasilitas pendukung.
(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona sempadan sungai (SS)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Jjalur pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. utilitas perkotaan; dan
e. prasarana lingkungan.
(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona penyangga (PE)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
a. jalur pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. utilitas perkotaan; dan
e. prasarana lingkungan.
(5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal p  ada zona ruang terbuka hijau
(RTH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Jjalur pejalan kaki;
b. utilitas perkotaan; dan
c. prasarana lingkungan.
(6) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perumahan (R)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meli puti:
a. jalur pejalan kaki;
b. utilitas perkotaan;
c. prasarana lingkungan; dan
d. fasilitas pendukung berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana
ibadah, sarana perdagangan dan jasa, dan sarana kebudayaan dan
rekreasi.
(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perdagangan dan jasa
(K) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
a. jalur pejalan kaki;
b. utilitas perkotaan;
c. prasarana lingkungan; dan
d. fasilitas pendukung berupa sarana sarana kesehatan, dan sarana
perdagangan d an jasa.

™o a0 o
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(8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perkantoran (KT)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, meliputi:

jalur pejalan kaki;

ruang terbuka hijau;

ruang terbuka non hijau;

utilitas perkotaan;

prasarana lingkungan; dan

fasilitas pendukung berupa sarana ibadah, dan sarana perdagangan dan

jasa.

(9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona sarana pelayanan umum
(SPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, meliputi:

a. utilitas perkotaan; dan

b. prasarana lingkungan.

(10) Ketentua n prasarana dan sarana minimal pada zona kawasan peruntukan
industri (KPI) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, meliputi:

a. jalur pejalan kaki;

b. utilitas perkotaan;

c. prasarana lingkungan; dan

d. fasilitas pendukung berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte
angkutan umurn, areal penampungan limbah padat, pelayanan
telekomunikasi dan keamanan.

(11) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona pertanian (P)
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, meliputi:

a. untuk jenis pertanian tanaman pa ngan berkelanjutan beririgasi harus
tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan
tersier,;

b. untuk jenis pertanian tanaman pangan berkelanjutan tidak beririgasi
harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air
bawah tanah; dan

c. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana
transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.

(12) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada sub zona perikanan budidaya
(IK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, meliputi akses jalan dan
jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana
prasarana dan hasil perikanan

(13) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona pariwisata (W)
sebagaimana dimaksud ayat (1) h  uruf I, meliputi:

a. jalur pejalan kaki;

b. utilitas perkotaan;

c. prasarana lingkungan; dan

-0 Q0o

d. fasilitas pendukung berupa sarana kesehatan dan sarana perdagangan dan
jasa.
(14) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona pertahanan dan

keamanan (HK) sebagaimana dimak sud ayat (1) huruf m, meliputi:

a. jalur pejalan kaki;

b. utilitas perkotaan;

c. prasarana lingkungan; dan

d. fasilitas pendukung berupa sarana ibadah, sarana perdagangan dan jasa,
dan sarana kesehatan.
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(15) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 57

(1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e,
merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena
adanya hal -hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum
diatur di dalam aturan dasar.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kawasan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian 1zin Baru Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) seluas 397,59 (tiga ratus
sembilan puluh tujuh koma lima sembilan ) hektar, terdapat pada sub zona
taman kota (RTH -2) di sub -blok B -1.E, sub-blok B -2.B, dan sub -blok B -
3.A;

b. ketentuan khusus pada sub zona taman kota (RTH -2), meliputi:

1. sub zona taman kota (RTH -2) di blok B -1 diperbolehkan/diizinkan
bersyarat secara terbatas  untuk kegiatan pemanfaatan lahan, rumah
tinggal dan bangunan lainnya yang telah ada sebelum ditetapkan
Peraturan Bupati ini;

2. sub zonataman kota (RTH -2) di blok C -2 dan blok C -3 diarahkan untuk

fungsi pelestarian ekosistem mangrove; dan
3. sub zona taman kota (RTH -2) di blok D -1, blok D -2, dan blok D -5
diarahkan untuk fungsi rimba kota, sumber cadangan air/air baku,

mitigasi kebakaran lahan gambut, dan dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan wisata tirta
c. ketentuan khusus pada sub zona perumahan kepadatan rendah (R -4) yang
berada padasub blok D -1.A, sub blok D -3.A, dan sub blok D -3.B diarahkan
untuk pengembangan desa wisata,
d. ketentuan khusus pada sub zona kawasan peruntukan industri (KPI) di
blok B -2, dib erikan insentif jika turut memelihara dan merawat sub zona
taman kota (RTH-2).
e. ketentuan khusus untuk pemanfaatan ruang pada sub zona SIKM (SIKM)
dapat dilakukan tanpa ada pengelola sentra industri kecil dan menengah.
f. ketentuan khusus tempat evakuasi benca na, meliputi:
1. tempat evakuasi sementara, meiputi:
a) subzona taman kota (RTH -2) di Sub BWP B Blok B -2;
b) sub zonataman RW (RTH -5) di Sub BWP B Blok B -3;
c) sub zona SPU transportasi skala kota (SPU  -1.2) di Sub BWP C Blok
C-2; dan
d) subzona perkantoran (KT) di Sub BWP A Blok A -2 dan Sub BWP D
Blok D -4.
2. tempat evakuasi akhir  pada sub zona SPU kesehatan skala kota (SPU -
1.3) di Sub BWP B Blok B -1.
(3) Pemanfaatan ruang pada sub zona RTH -2 sebagaimana dimaksud padaayat( 2)
huruf a mengacu pada ketentuan peratuan perundang -undangan bidang
kehutanan.
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(4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam
peta ketentuan khusus  dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 58

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf
f berupa insentif dan  disinsentif.
(2) Insentif dan disinsentif dilaksanakan dengan tujuan:
a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang
sesuai dengan tujuan penataan kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala
Tolak -Kuala Satong ;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaata  n ruang agar sejalan dengan rencana
detail tata ruang dan peraturan zonasi;
memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka
pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, d an pengawasan
penataan ruang.
(3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur
ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini.
(4) Disinsentif diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Bupati  ini.

o

Pasal 59

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat seb agaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (3), dapat berupa:
a. pemberian keringanan atau pengurangan pajak;
b. pemberian kompensasi;
C. pengurangan retribusi;
d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. kemudahan perizinan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif
diatur diatur lebih lanjut d engan Peraturan Bupati.
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Pasal 61

(1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat seb agaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (4), dapat berupa:
a. pengenaan pajak yang lebih tinggi;
b. pengenaan kompensasi;
c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang diberikan oleh pemerintah daerah;
d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. persyaratan khusus dalam perizinan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata c ara pemberian disinsentif
diatur diatur lebih lanjut d engan Peraturan Bupati.

BAB VIi
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 62

(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam
pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola
ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) 1zin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesu ai dengan
kewenangannya.

(3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. izin prinsip;

b. izin lokasi;

c. izin penggunaan pemanfaatan tanabh;

d. izin mendirikan bangunan (IMB) ; dan

e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

(4) Mekanisme perizinan sebag aimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 6 3

(1) Dalam penataan ruang kaw asan, setiap orang berhak untuk
a. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR
b. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR;
c. mengawasi pihak -pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang
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Dalam pemanfaatan ruang kawasan, setiap orang berkewajiban untuk :

a. mentaati RDTR yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
Pemerintah Daerah;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan per aturan

perundang -undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 6 4
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan dapat dilakukan melalui
a. peran serta dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan;
b. peran serta dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
c. peran serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 6 5
(1) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 6 huruf a, meliputi:
a. pemberian kejelasan hak atas ruang;
b. pemberian informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat dalam
penyusunan rencana ruang kawasan;
C. pemberian tanggapan terhadap rencana tata ruang kawasan;
d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang kawasan;
e. bantuan tenaga ahli, dan/atau
f. bantuan pembiayaan.
(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang kawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 6 huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang -undangan, agama,

adat istiadat yang berlaku;

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan
pemanfaatan ruang kawasan;

c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang
kawasan;

d. konsolidasi pemanfaatan ruang untuk tercapainya pemanfaatan ruang

kawasan yang berkualitas;

e. perubahan/konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
kawasan;

f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknis dalam
pemanfaatan ruang kawasan, dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, da
meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
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(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 6 huruf ¢, meliputi:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan;
b. pemberian informasi/laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
c. bantuan pemikiran/pertimbangan dalam kegiatan pemanfaatan ruang
kawasan; dan/atau
d. peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

(4) Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan dapat disampa ikan secara

langsung dan/atau tertulis;

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 6 disampaikan kepada

Pemerintah Daerah.
Pasal 6 6

(1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat
membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaran penataan ruang
yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan;

(2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
BAB X
KERJASAMA
Pasal 6 7
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama den gan daerah perbatasan

dan/atau  Pemerintah Daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam

pelaksanaan RDTR dalam rangka:

a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan
RTRW Kabupaten Ketapang, dan RDTR;
meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya;

c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan
pelaksanaan RDTR,;

d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Ketapang, dan RDTR;

e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan
prasarana dan sarana perkotaan melalui pengerahan dana swasta,

f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui
persaingan sehat; dan

g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan
prasarana dan sarana.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang -undangan.
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BAB XiI
KELEMBAGAAN
Pasal 68
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ru ang dan kerjasama antar
sektor/ Daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah Kabupaten Ketapang;

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja
Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang;

(3) Tugas, susunan org anisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang lingkup
tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara
Republik Indones ia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang -Undang
Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana dalam bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan  atas dokumen -dokumen yang berkenaan dengan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelan ggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dalam penataan ruang.
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Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian
Republik Indonesia.

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri
sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penu ntut umum melalui pejabat

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses
penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

BAB XIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , semua Peraturan Bupati yang

berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepa njang
tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan  Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini berlak u ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang -
undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang ti mbul sebagai akibat
pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan
memperhatikan indicator sebagai berikut:

a) memperhatikan harga pasaran setempat;
b) sesuai dengan Nilai Jua | Objek Pajak; atau
c) menyesuaikan kemampuan daerah.
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c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan
Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati
ini.

d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, berlaku ketentuan:

1. yang bertentangan dengan  Peraturan Bupati ini, pemanfaatan ruang
yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan
Bupati ini;

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dipercepat untuk
mendapatkan izin yang diperlu  kan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

RDTR Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak -Kuala Satong Tahun
2020 -2040 memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan

dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana

alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan
dengan peraturan perundang -undangan, RDTR Kawasan Potensial Cepat
Tumbuh Kuala Tolak -Kuala Satong Tahun 2 020 -2040 dapat ditinjau lebih dari

1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala
Tolak -Kuala Satong Tahun 2020 -2040 dilengkapi dengan Album Peta yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan
ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undang an yang berlaku.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang,
padatanggal 29 Maret 2021

BUPATI KETAPANG ,
ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Meret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG ,
ttd

SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 202 1 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKBM_
SETDA KABUPAT N

MINTARIA, S\ <Y
NIP. 19700703 19996331 37
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LAMPIRAN V
INDIKASI PROGRAM

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 12 TAHUN 202 1
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN POTENSIAL CEPAT TUMBUH
KUALA TOLAK -KUALA SATONG TAHUN 202 0-2040

PJM
ESTIMASI
BESARAN PJM 1 (2020 PJM 2 (208- PJM 3 (203- PJM 4 (208- | SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 2025) 2030) 203%) 2040) DANA | PELAKSANA giLEA&l\k]:
Panjang | Lebar| VOLUME|SATUAN 1[2[3|4[5|1|2[3]4[5]1]2[3[4[5]1]2]3]4]5
A |PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
| [Perwujudan Rencana Pusat
Pelayanan
SBWP A, Sub Kementerian
Blok D1. 1 'XIF;BB';’ ATR/BPN, Rp
a) Penyusunan RTBL (Pengembangan ; ; LS Provinsi, | Kementenan| 444 4544 00
Desa Wisata dan PUPR, Dinag
. APBD 00
Pintu Gerbang Kab PUPR
Kawasan) ' Provinsi/Kab
APBN, Kerlr;(ar:)tgrlan
b) Pemenuhan fasilitas sesus APBD |
standar pelayanan Provinsi Kementerian Rp.
andar pe'ay SBWP A - - LS '| ATR/BPN | 3.150.000.0(
minimum Pusat Pelayanat APBD .
DinasPUPR 0,00
Kawasan Kab. .
Provinsi/Kab.
Swasta
Swasta
c) Pemenuhan fasilitas sesuq Pusat APBD. .
standar pelayanan Permukiman Provinsi, | DinasPUPR Rp.
minimum Sub Pusat SBWP B (Blok B - - LS APBD | Provinsi/Kab.[ 3.000.000.0(
Kab. Swasta 0,00
PelayanarKawasan 1)
Swasta
Pusat
d) Pemenuhan fasilitas sesu§ Permukiman Rp.
standar pelayanan SBWP B (Blok B - - LS AI;F;ItB)D DInEZEUPR 3.000.000.0¢
minimum Pusat Lingkungal 3) dan SBWP D ' ' 0,00

(Blok B1)




PJIM
ESTIMASI
BESARAN PJM 1 (2020 PJM 2 (208- PJM 3 (20%- PJM 4 (208- | SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 2025) 2030) 203) 2040) DANA | PELAKSANA 5o 0 M
Panjang | Lebar | VOLUME|SATUAN 1 [2[3[4]5 2|3|4|5[1|2[3[4]5 2|3]|4]|5
Il | Perwujudan Rencandaringan
Transportasi
APBD | DinasPUPR, Rp
a.l) Penetapan .Fungshan Seluruh BWP i i i LS Kab. Dinas 300.000.000
nama ruas jalan Perhubungan 00
Prov/Kab
APBN,
a.2) Peningkatan jalan P'rA\OF\)/iZi Dinas PUPR Rp.
' g J SBWP A 1794 8 14352 m2 "| Provinsi/Kab,| 20.000.000.¢
Kolektor Sekunder APBD
Swasta 00,00
Kab.
Swasta
SBWP A Blok-A
A2, A3, A4, A5,
A-6, SBWP B B¢
B-1, Blok3, SBWH
a.3) Peningkatan dan C Blok @ dan € AAIF;EBI\ID
. Pemel%haraan]alan 3, SBWP D Bid Provinsi Dinas PUPR Rp.
) D1, D2, D3, D4 1549 18 27882 m2 "| Provinsi/Kab,| 25.000.000.¢
Kolektor Primer (JKP) APBD
. dengan total Swasta 00,00
SidukKetapang ) Kab.
panjang 15,4¢
) Swasta
(lima belas kom
empat puluh
sembilan)
kilometer.
APBD
a.4) Peningkatan Jalan Provinsi,| Dinas PUPR Rp.
Kolektor PrimefJKF2) %BWP B (Blok B 4266,44 | 12 |51197,28 m?2 APBD | Provinsi/Kab,| 20.000.000.(
Ruas Santong Manjau Kab. Swasta 00,00
Swasta
APBD
a.5) PembangunadalanBaru SBWP B (BlokB Provinsi,| Dinas PUPR Rp.
' KolektorgPrimer B-2) di sepanjang 10846 10 108460 m2 APBD | Provinsi/Kab,| 5.000.000.0(
jalur SUTT Kab. Swasta 0,00
Swasta
a.6) Pembangunaialanbaru |Seluruh BWP 31859 8 254872 m2 APBD | Dinas PUPR Rp.
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Kolektor Sekunder Provinsi, | Provinsi/Kab, 25.000.000.(
APBD Swasta 00,00
Kab.
Swasta
APBD
a.7) Peningkatan jalan khusuj SBWP B ( Blok B Provinsi,| Dinas PUPR Rp.
tambang menjadi jalan 2) 6424 16 102784 m2 APBD | Provinsi/Kab,| 10.000.000.(
kolektor sekunder Kab. Swasta 00,00
Swasta
a.8) Pembangunan jalur (SBEISX\I:PB’I\SBBI\(/)\{(FBB APBD Pert?ulgszgan Rp.
. , ) o
pedestrian 2), SBWHD (Blok 19032 15 28548 m PrO;ISSI/K Dinas PUPR 2.000.0%06%(
D-3, Blok 4) Provinsi/Kab ’
a.9) Pembangunan jalur SBWP ASBWP B APBD Perrffjlgta:i an Rp.
' guhan | (Blok Bl), SBWP| 11222 | 1,5 | 16833 | m2 ProvinsilK ' <. 987 500.000.000)
sepeda Dinas PUPR
D (Blok DB5) ab - 00
Provinsi/Kab
a.10Pembangunan baru ?(Z?)D Dinas PUPR Rp.
B 9 . Seluruh BWP 26381 6 158286 m?2 .| Provinsi/Kab,| 20.000.000.(
jaringan jaladokal primer Swasta, Swasta 00.00
BUMDES '
APBN,
a.l1l)Penataan perlintasan APBD .
sebidang jalaiKolektor |SBWP B (Blok B Provinsi, Dm&.ls '.DUPR Rp.
- - - LS Provinsi/Kab,| 25.000.000.¢
Sekunde(Pembangunan| 3) APBD
Swasta 00,00
underpas} Kab.
Swasta
APBN,
a.12Pembangunan Jembatan APBD Dinas PUPR Rp
penghubung jalan SBWPB (BlokBl 6o | 10| 600 | me Provinsl, | provinsi/kab,| 10.000.000.(
) 1) APBD
kolektor primer Swasta 00,00
Kab.
Swasta
a.13Pembangunan Terminal APBN, [ Kementan, Rp.
Barang Umum (Sub ZBWP pBlok B 45917,1 - - m2 APBD | Dinas PUPR 3.000.000.0(
Terminal Agrobisnis) Provinsi, | Provinsi/Kab. 0,00
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APBD Swasta
Kab.
Swasta
. APBD . Rp.
a.14Pembangunan Terminal | SBWP (Blok C Dinas PUPR
)'I;enumpgng Tipe C 3) © 13619 i i m? Kab. Kab. Swasta| S>0:000-000
Swasta 00
SBWP ABlok A APBD Dinas PUPR
3), SBWHB (Blok Provinsi Provinsi/Kab. Rp.
a.15Pembangunan halte B-1, B2, B3) 1 7 7 unit APBD ' Dinas 700.000.000
SBWP D (Bldg Kab Perhubungan 00
1, D3, D5) ’ Provinsi/Kab
Dinas
APBD Rp.
a.16)pembangunan lahan g0, gy : : : LS Provinsi/ PEMUPUNGAN 504 04 600
parkir Off Street Dinas PUPR
ab L 00
Provinsi/Kab
Kementerian
APBN, [Perhubungan
o APBD Dinas Rp.
a'”E‘Zf‘:t;Z':;)r’] Studglan DED : : : LS Provinsi/K Perhubungan| 1.000.000.0¢
ab, Dinas PUPR 0,00
Swasta | Provinsi/Kab,
Swasta
Kementerian
APBN, [Perhubungan
APBD Dinas Rp.
a.18)§2nmgbuan:g:2an Pelabuha %BWP @lok € | 56070664 - : m2 Provinsi/K Perhubungan| 40.000.000.
ab, Dinas PUPR 00,00
Swasta | Provinsi/Kab,
Swasta
Kementerian
APBN, [ Perhubungan
a.19Penataan dan APBD Dinas Rp.
Pembangunan Pelabuhal S)BWP @lok & 17088,79( - - m2 Provinsi/K| Perhubungan| 35.000.000.(
khusus ab, Dinas PUPR 00,00
Swasta | Provinsi/Kab,
Swasta
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Il |Perwujudan Rencandaringan
Enagi danKelistrikan
a) Pembangunan dan SBWP B (BlokB APBN, Kementgrlan
Pemeliharaarmransmisi | Blok B2, Blok B |15498,146 , APBD ESDMDinas Rp.
- - m Provnsi/K ESDM 5.000.000.0(
Sglurgn Udara Tegangan | 3), SBWH (Blok 25 ab. PLN.| Provinsi. PLN 000
Tinggi (SUTT) 150 KV D4,D-5) Swasta Swasta
SBWP ARlok A
1, Blok A3, Blok APBN, | Kementerian
b) Pengembangairansmisi |A-4), SBWP B APBD | ESDMDinas Rp.
Saluran Udara Tegangan | (Blok B1, Blok-B-| 19780 - - m' Provnsi/K ESDM 2.500.000.0(
Menengah (SUTM) 3), SBWP Blok ab, PLN,| Provinsi, PLN 0,00
G2, Blok ), Swasta Swasta
SBWP D
SBWP A, SBWP APBN, | Kementerian
¢) Pengembangairansmisi | SBWP GGBWP D APBD | ESDMDinas Rp.
Saluran Udara Tegangan | ( Blok D1, Blok B| 84540 - - m' Provnsi/K ESDM 1.000.000.0(
Rendah(SUR) 3, Blok 4 dan ab, PLN,| Provinsi, PLN 0,00
Blok D5) Swasta Swasta
APBN, | Kementerian
APBD | ESDMDinas Rp.
d) Pembangunan Gardu Indd ;BWP EBlok B 1 - 1 Unit Provnsi/K ESDM 30.000.0000
ab, PLN,| Provinsi, PLN 000,00
Swasta Swasta
APBN, | Kementerian
APBD | ESDMDinas Rp.
€) Ejgjazng””a” Gardu fBE;’l\é i BT)O" b 1 2 2 Unit Provnsilk| ESDM | 2.000.000.0(
' ab, PLN,| Provinsi, PLN 0,00
Swasta Swasta
SBWP EBlok B APBN, Kementgrian
f) Pembangunan Gardu 3), SBWRC(Blok . APB[.) ESDMDinas Rp.
oS : 1 4 4 Unit Provnsi/K ESDM 1.500.000.0(
Distribusi G2, G3), SBWHD L
(Blok D2) ab, PLN,| Provinsi, PLN 0,00
Swasta Swasta

Perwujudan Rencana Jaringan
Telekomunikasi




PIM

ESTIMASI

BESARAN PJM 1 (2020 PJM 2 (208- PJM 3 (20%- PJM 4 (208- | SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 2025) 2030) 2035) 2040) DANA | PELAKSANA 5o 0 M
Panjang | Lebar | VOLUME| SATUAN 2(3|4|5 2(3|4(5(1(2[3]|4 2134
Pemeliharaardari Jaringanjalan 1, oo 3 g5 AAZ%ND’ PT. Telk RP.
3) S;r;‘te;pfi‘;aa anngan 1 olektor Primer oy - - m' Srov S.W:stzm, 3.000.000.0(
(SBWP B,D) X 0,00
Swasta
PT. Telkom,
APBN, Bappeda,

b) Peningkatan pelayanan APBD Dinas Rp.
jaringan telekounikasi dan| Seluruh BWP 58342 - - m' Provinsi/K Komunikasi | 1.000.000.0(
multimedia ab, Informatika 0,00

Swasta | Kab/Kota,
Provider
PT. Telkom,
SBWP A (Blok-A APBN, Bappeda,
3), SBWP B (Blol APBD Dinas Rp.
c) Penataan Rumah Kabel |B-1), (Blok B3), 1 4 4 Unit Provinsi/K| Komunikasi | 1.500.000.0(
dan SBWP D (BIq ab, Informatika 0,00
D-4) Swasta | Kab/Kota,
Provider
PT. Telkom,
APBN, Bappeda,
d) Pengembangan dan g)B;VBF\?V(F?:I?Ila(ng APBD Dinas Rp.
Penataan Menara ! 1 3 3 Unit Provinsi/K| Komunikasi | 1.200.000.0(
e G1),SBWMD )
Telekomunikasi Bersama (Blok B4) ab, Informatika 0,00
Swasta | Kab/Kota,
Provider
V |PerwujudanRencana Jaringan
Sumber Daya Air
SBWP ABJok A Kementerian
1, Blok A3, Blok APBN PUPR, Dinas
A-4), SBWP B APBD, PSDA, Dinas Rp.
a) Jaringan Irigasi Sekunder | (Blok B1), SBWP| 12048 2 24096 m2 PUPR, 5.000.000.0(
Prov/Kab,
C Blok G2 Blok Swasta Bappeda 0,00
G3) dan seluruh Provinsi/Kab,
blok di SBWP D Swasta
. . . . APBN, | Kementerian Rp.
b) Jaringan Irigasi Tersier Di seluruh BWP | 174491 - - m?2 APBD | PUPR, Dinag 2.500.000.0
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Prov/Kab,| PSDA, Dinas 0,00
Swasta PUPR,
Bappeda
Provinsi/Kab,
Swasta
Kementerian Rp
PUPRDinas ]
c) Penyediaan Embung untu SBWP B (Blok B AAIlZBBI\ID PSDA, Dinas 3500(())0(?1&?12
Y N9 U 3) dan sBWPD | 520 | - . Unit PUPR,
pengembangan wisata tirt; Prov/Kab, volume
(Blok D5) Bappeda
Swasta N embung 52(
Provinsi/Kab, 3
m?3)
Swasta
Kementerian
Blok G2, Blok € ApBN, | PUPR, Dinas
3, Blok BL, Blok APBD | PSDA Dinas Rp.
d) Pengembangan Pintu Air D-2, Blok B3, dan 6 - 6 Unit Prov/Kab, PUPR, 2.000.000.0(
Bappeda 0,00
Blok D4 Swasta N
Provinsi/Kab,
Swasta
VI | PerwujudanRencanalaringan
Air Minum
Kementerian
Berada di APBN, I;ggi 3:2:: R
a) Revitalisasi Pipa Transmig Jaringan Jalan |15513,957 , APBD ’ i} P
. . - - m PUPR, 20.000.000.¢
Air Baku Kolektor Primer 66 Prov/Kab,
Satu (JKR) Swasta | _ Bappeda 00,00
Provinsi/Kab,
Swasta
Jaringan Jalan
Kolektor Primer 2 DinasPSDA,
(JKP2), Jaringan APBD | Dinas PUPR Rp.
b) Pipa Unit Distribusi Jalan Kolektor 78125 - - m' Prov/Kab,| Bappeda | 5.000.000.0(
Sekunder Dan Swasta | Provinsi/Kab, 0,00
Jaringan Jalan Swasta
Lokal Primer
c) Unit Air Bakurgaktivasi Sungai Air Riam 1 - 1 Unit APBD | Dinas PSDA Rp.
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unit air baku eksisting yan| Berasap Kab, Dinas PUPR| 2.500.000.0(
berada di luar kawasan Swasta | Bappeda Kab 0,00
Swasta
SBWP A (Blok-A .
3), SBWP B (Blol APBD 8:222 Eﬁgé Rp.
d) Unit Distribusi B-1, Blok B3, 4 - 4 Unit Kab, Bappeda Kab 3.000.000.0(
Blok3), SBWP D Swasta %F\’Nasta 0,00
(Blok D1)
: . Dinas PSDA
e) Instalasi Pengolahan Air APBD . Rp.
Minum Untuk Kawasan saBr\lNBZ)B (Blok3® 2 - 2 Unit Kab, lema: dPaUIEaITJ 2.000.000.0(
Peruntukkan Industri Swasta hp 0,00
Swasta
. . APBN. D!nas PSDA
f) Jaringan Non Perpipaan APBD Dinas PUPR Rp.
(sumur dangkal, sumur | Seluruh Blok - - - LS Bappeda | 2.000.000.0(
. . Prov/Kab, .
pompa, dan terminal air) Provinsi/Kab, 0,00
Swasta
Swasta
VIl | Perwujudan Rencana Jaringan
Drainase
Sunga! Siduk, APBN, D_mas PSDA
Sungai Kuala Dinas PUPR
. . . , APBD
a) Jaringan Drainase Primer | Satong dan 1 - 1 m Bappeda
; Prov/Kab, A
Sungai Kuala Swasta Provinsi/Kab,
Tolak Swasta
Jaringan Jalan
Kolektor Primerl
(JK_Pl) da_n Dinas PSDA
Jaringan jalan APBN, .
Kolektor ApBp | Dinas PUPR Rp.
b) Jaringan Drainase Sekund 35421 - - m' Bappeda | 2.000.000.0(
Sekunder yang Prov/Kab, A
L Provinsi/Kab, 0,00
berada di jalur Swasta Swasta
SUTT di Blok-B,
Blok B2 dan Blok
D4
. . . . APBN, | Dinas PSDA Rp.
¢) Jaringan Drainase Tersier | Seluruh BWP 53730 - - m APBD | Dinas PUPR! 1.000.000.0(




PIM

ESTIMASI

BESARAN PJM 1 (2020 PJM 2 (208- PJM 3 (20%- PJM 4 (208- | SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 2025) 2030) 2035) 2040) DANA | PELAKSANA gi'g;’f:
Panjang | Lebar | VOLUME| SATUAN 2(3|4|5 2(3|4(5(1(2|3]|4 2134
Prov/Kab,| Bappeda 0,00
Swasta | Provinsi/Kab,
Swasta
Dinas PSDA
AAIZBBND Dinas PUPR Rp.
d) Jaringan Drainase Lokal |Seluruh BWP - - - LS Bappeda | 1.000.000.0(
Prov/Kab, N
Provinsi/Kab, 0,00
Swasta
Swasta
VIII | Perwujudan Rencandaringan
Air Limbah
Kementerian
APBN, | PUPR, Dinag Rp
a) Jalur A_|r Limbah Terpadu | SBWP B (Blok?B 20074 i 20074 m APBD PUPR, 20.000.000.(
Industri dan Blok B3) Prov/Kab,| Bappeda
A 00,00
Swasta | Provinsi/Kab,
Swasta
Kementerian
APBN, | PUPR, Dinag Rp
b) Sistem Pengelolaan Limbg SBWP BBlok B 1 i 1 Unit APBD PUPR, 10.000.000.(
B-3 3) Prov/Kab,| Bappeda 00.00
Swasta | Provinsi/Kab, '
Swasta
APBD .
. . | SBWP BBlok B1, Dinas PUPR Rp
¢) Instalasi Pengelolaan Air g\ pay cp\yp . Kab, | g opeda Kab| 20.000.000.(
Limbah Skala Kawasan 6 - 6 Unit Swasta,
Tertentu D Blok D1, Blok Dana Swasta, 00,00
D-4) BUMDES
Desa
IX |PerwujudanRencanalaringan
Prasarana Lainnya
R - - LS APBD | Dinas PUPR
Pusat Prov/Kab,| Bappeda Rp
3) Ean;ringgnaSna?nakah Permukiman Swasta, | Provinsi/Kab,| 500.000.000
pung P Seluruh BWP Dana Swasta, 00
Desa BUMDES
b) PenyediaarkKontainer Seluruh BWP - - - LS APBD | Dinas PUPR Rp
Sampah Dan Alat Angkute Prov/Kab,| Bappeda | 50.000.000,(
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Darat Bermotor Swasta, | Provinsi/Kab, 0
Dana Swasta (per 1
Desa kontainer
sampah
. APBD Dinas PUPR Rp.
c) Penyediaan Alat Angkut Seluruh BWP 5 i 5 Unit ProviKab) Ba-ppt-ada 1.000.000.0(
Arm Roll Swasta Provinsi/Kab, 0,00
Swasta (2 unit)
APBN, | Dinas PUPR
d) Pembangunan Tempat ' Rp
Pemrosesan Sampah SBWP gBlok B 1 - 1 Unit APBD Ba'pp'eda 10.000.000.¢
Sementara 3) Prov/Kab, Provinsi/Kab, 00,00
Swasta Swasta
- Ruasjalan
kolektor
primer-1
(JKPL)
- Ruas jalan
sepanjang
SUTT di Blok
B-1, Blok B2, AA';BBND BPBD
e) Jalur Evakuasi Blok D4 dan 1 i 1 Unit Prov/Kab Provinsi/Kab,| Rp.250.000.
Blok D5 Swasta | Swasta, 00,00
- Ruasjalan BUMDE,C BUMDES
lingkar SBWH N
B Blok B2
dan B3
- Ruas Jalan
Lingkar
SBWP C Blol
G2 dan G3
SBWP ARlok A2 APBN,
yakni halaman APBD BPBD
f) Tempat Evakuasi kantor . Provinsi/Kab,| Rp.250.000.
5 - 5 Unit Prov/Kab,
Sementara kecamatar), Swasta Swasta, 00,00
SBWP BRlok B2 BUMDE’C BUMDES
yakni RTH Kota, N
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Blok B3 yakni
RTH Kotp SBWP
C Blok G3 yakni
halaman
pelabuhan
pengumpap,
SBWP DBlok D4
yaknikantor
Desa.
SBWP BBlok B APBN, BPBD
. . 1) yakni di APBD o Rp.250.000.
g) Tempat Evakuasi Akhir Puskesmas Raw - - - LS Prov/Kab) Provinsi/Kab, 00,00
Swasta
Inap. Swasta
B.1 |[PERWUJUDAN POLA RUANG ZONA LINDUNG
| | PerwujudanZona Sempadan
dan Zona Penyangga
Kementerian
PUPR,
ATR/BPN,
APBN, KLHK,
SBWRC(Blok G APBD Bappeda, Rp.
3) gznmif;’nageia;z;agame 2), SBWFD (Blok | - : : LS Prov/Kab| Dinas PUPR| 300.000.000)
D-1, Blok D3) Swasta, | Dinas PSDA 00
BUMDEY Dinas LH
Prov/Kab,
Swasta,
BUMDES
Kementerian
SBWFB (Blok B PUPR,
1, Blok B3), APBN, ATR/BPN,
SBWRC(Blok G APBD KLHK, Rp.
b) Izgnmetf;nageiang’j;agung 2, Blok G3), : : : LS ProviKab| Bappeda, | 350.000.000)
SBWFD (Blok D Swasta, | Dinas PUPR 00
1, Blok D3, Blok BUMDESY Dinas PSDA
D-4, Blok D5) Dinas LH

Prov/Kab,
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Swasta,
BUMDES
Kementerian Rp.
PUPR, 350.000.000
ATR/BPN, 00
SBWP A (Blok-A APBN, KLHK,
APBD Bappeda,
c) PerataanZona Penyanggd4), (Blok A6), .
berupa Jalur Hijau SBWP BRlok B i i i LS Prov/Kab, Dinas PUPR
7) Swasta, Dm_as PSDA
BUMDEY Dinas LH
Prov/Kab,
Swasta,
BUMDES
Il [PengembangaZonaRuang
Terbuka Hijau
SBWP ARlok A3 Rp.
dan A4), Kementerian| 5.000.000.0(
SBWP B (BlokB PUPR, 0,00
Blok B2, Blok B APBN, ATR/BPN,
a) Penetapan dan Penataan 3), APBD KLHK,
Taman Kota SBWP @Blok C1,[ 11347185 - 11347185 Prov/iKab Bappeda,
Blok G2, Blok € Swasta’ Dinas PUPR
3) m? Dinas LH
SBWP D (Blok-| Prov/Kab,
1, Blok 2, Blok Swasta
D-4 dan Blok Eb)
Bappeda, Rp.
b) Pengembangan Taman SBWP BR{ok B Prg\lj/BKgb DIH%SL':'UPR 250.000.0(())8
1)danSBWP D 102154 - 102154 m2 !
Kelurahan (Blok D4) Swasta, | Prov/Kab,
BUMDEY Swasta,
BUMDES
APBD Bappeda, Rp.
| SBWHB (Blok B1, Prov/Kab, Dinas PUPR| 300.000.000
c) Pengembangan Taman R Blok B3) 80921 - 80921 m? Swasta, DLH 00
BUMDEY Prov/Kab,
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Swasta,
BUMDES
Bappeda, Rp.
d) Pengembangan dan :EJ\II(V;)(BIok BL, QZ?)D Dinas PUPR| 350.000.000
Pemeliharaan 70497 - 70497 m?2 ! DLH Kab, 00
SBWP D (Blok-D Swasta,
TPU/Pemakaman 2) BUMDES Swasta,
| BUMDES
Sejalur dengan
lintasanSUTT
SBNVPB (Blok B1, APBD Bappeda, Rp
e) Penetapan dan Penataan|Blok B2, Blok B 0 i 0 m2 Kab Dinas PUPR 500.000 006
Jalur Hijau 3), SBWIP (Blok Swas,ta DLH Kab, ' ' 00
D-4, Blok D5) Swasta
dan sepanjang
ruas jalan di BWH
B.2 | PERWUJUDAN POLA RUANG ZONA BUDIDAYA
| [Perwujudan Zona Perumahan
Bappeda,
Dinas PUPR
Dinas
Perumahan
a) Pengembangan dan APBD Rakyat, Rp.
Penataan zona perumaha SBWFB @lok B - - - LS Kab, Kaw;san 500.000.00%
1, Blok B3), .
kepadatan sedang Swasta | Permuniman 00
dan
Lingkungan
Hidup, Kab,
Swasta
SBWFB (Blok B D?na:Spgf_}aF;R
1, Blok B3), Dinas
b) Pengembangan dan SBWRC(Blok G APBD Perumahan Rp.
Penataan zona perumahal 2), SBWFD (Blok - - - LS Kab, Rakyat 500.000.000
kepadatanrendah D-1, Blok B2, Swasta Kawasa'n 00
Blok D3, Blok D .
4) Permuniman

dan




NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

BESARAN

PIM

PJM 1 (2020
2025)

PJIM 2 (208-
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PJM 3 (203
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PJM 4 (208-
2040)
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Lebar | VOLUME]

SATUAN

c) Peremajaan Kawasan
perumahan dan
permukiman yang tidak
layak huni, melalui
penyediaarsarana dan
prasarana permukiman

Seluruh BWP

LS

d) Pengembangabesa
Wisata

SBWP Blok D1
SubBlok D.1.1

Blok D3 Sub Blok
D-3.1,DB3,2

LS

Perwujudan Zona Perdagangal
dan Jasa

2

3

4

2134

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAKSANA

ESTIMASI
BELANJA
DAERAH

a) Pengembangan Zona
Perdagangan dan Jasa Sk
Kota

SBWP ABJok A
1, Blok A5, Blok
A-6), SBWP C
(Blok G3)

LS

Lingkungan
Hidup Kab,
Swasta

APBD
Kab,
Swasta,
BUMDES

Bappeda,
Dinas PUPR
Dinas
Perumahan
Rakyat,
Kawasan
Permuniman
dan
Lingkungan
Hidup Kab,
Swasta,
BUMDES

Rp.
2.000.000.0(
0,00

APBN,
APBD
Prov,

Swasta,
BUMDES

Bappeda,
Dinas PUPR
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan
Prov/Kab,
Swasta,
BUMDES

Rp.
5.000.000.0(
0,00

APBD
Prov/Kab,
Swasta

Dinas PUPR
Dinas
Koperasi,
Usaha kecil
Mengah,
Perdagangan
dan
Perindustrian
Bappeda

Prov/Kab,

Rp.
500.000.000
00




NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

BESARAN

PIM

PIM 1 (2020
2025)

PJIM 2 (208-
2030)

PJM 3 (203
2035)

PJM 4 (208-
2040)

Panjang

Lebar

VOLUME

SATUAN

213|4]|5

213

4

b) Pengembangan Zona
Perdagangan dan Jasa Sk
BWP

SBWP ABlok A
1, Blok A2 dan
Blok A4)

LS

¢) Pengembangan Zona
Perdagangan dan Jasa Sk
Sub BWP

SBWP ABlok A
2, Blok A6),
SBWP BBlok B
1)dan

SBWP [Blok D
1)

LS

Perwujudan Zona Perkantoran

PengembangaPerkantoran

SBWP AHlok A
2), SBWP (Blok
G2) danSBWP D|
(Blok D4)

LS

Perwujudan Zona Sarana

PelayananUmum

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAKSANA

ESTIMASI
BELANJA
DAERAH

Swasta

APBD
Prov/Kab,
Swasta

Dinas PUPR
Dinas
Koperasi,
Usaha kecil
Mengah,
Perdagangar
dan
Perindustrian
Bappeda
Prov/Kab,
Swasta

Rp.
500.000.000
00

APBD
Kab,
Swasta

Dinas PUPR
Dinas
Koperasi,
Usaha kecil
Mengah,
Perdagangari
dan
Perindustrian
Bappeda Kab

Swasta

Rp.
500.000.000
00

APBD
Prov/Kab

Dinas PUPR
Dinas
Koperasi,
Usaha kecil
Mengah,
Perdagangar

dan
Perindustrian
Bappeda Kal

Rp.
500.000.000
00




PIM

ESTIMASI
BESARAN PJM 1 (2020 PJM 2 (208- PJM 3 (203- PJM 4 (208- | SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 2025) 2030) 2035) 2040) DANA | PELAKSANA gil_EAI‘?,\k]:
Panjang | Lebar| VOLUME| SATUAN 1[2[3[4][5 2|3|4|5|1]2[3]4a]5[1]2]3]4]5
a) Pengembangan Sarana
Pelayanan Umum Skala K
Dinas PUPR
Dinas
X Rencana APBD . Rp.
Pengembangan saran ;BWP ARiok A - - - LS Prov/Kab, Pendulllgzn,B 20.000.000.(
pendidikan skala kota Swasta Pped 00,00
Provinsi/Kab,
Swasta
SBWP DRlok D APBN, Kementer_lan
APBD | PUPR, Dinag
Rencana 1, Blok D4), Prov/Kab PUPR Rp
Pengembangan saran{ SBWP (B(ok G3, - - - LS Swasta’ Ba ed’a 10.000.000.(
transportasi skala kota| Blok G2, Blok € PPe 00,00
Provinsi/Kab,
2),
Swasta
Dinas PUPR
Dinas
Rencana APBD Rp.
Pengembangan saranj S0V " BElOk B - - ; LS ProviKab, K€SEN@MBY & 156 600,06
1) ppeda
kesehatan skala kota Swasta L 0,00
Provinsi/Kab,
Swasta
b) Pengembangan Sarana
Pelayanan Umum Skala
Kecamatan
Dinas PUPR
Dinas
X Rencana APBD . Rp.
Pengembangan saranj oo/ ABIOK A - - - LS Provikab, PeNdidkan.By 5 554 600.0¢
- 3) ppeda
pendidikan Kecamatar Swasta L 0,00
Provinsi/Kab,
Swasta
Rencana SBWP ARlok A APBD D'”gianSUPR Rp.
Pengembangan sarani 1), SBWP DBlok - - - LS Prov/Kab, Kesehatan B 2.500.000.0(
kesehatan Kecamatan| D-3 dan Blok B%) Swasta opeda ™ 0,00




PJIM
ESTIMASI
BESARAN PJM 1 (2020 PJM 2 (208- PJM 3 (20%- PJM 4 (208- | SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 2025) 2030) 203) 2040) DANA | PELAKSANA 5o 0 M
Panjang | Lebar | VOLUME| SATUAN 2(3|4|5 2(3|4(5(1(2[3]|4 2134
Provinsi/Kab,
Swasta
Dinas PUPR
 Rovcana |SBWE A 00| et | gy
Pengembangan sarani .’ ’ - - - LS | Provinsi/Kab,| 500.000.000
: A-4) danSBWP D Swasta,
peribadatan Kecamata (Blok 1) BUMDES Swasta, 00
BUMDES
c) Pengembangan Sarana
Pelayanan Umum Skala
Kelurahan
Dinas PUPR
Dinas
X Rencana . APBD . Rp.
Pengembangan sarani Tersebar di - - - LS Prov/Kab, Pendidikan,B 1.000.000.0(
- seluruh BWP ppeda
pendidikan Kelurahan Swasta L 0,00
Provinsi/Kab,
Swasta
APBN, | Kementerian
Rencana APBD | PUPR, Dinag
| Prov/Kab| PUPRDinas Rp
Pengembar_wgan saranj SBWP (Blok - - - LS Swasta | Perhubungan 1.000.000.0(
transportasi skala 3)
Kelurahan Laut,Bappeda 0,00
Provinsi/Kab,
Swasta
V | Perwujudan Kawasan
Peruntukkan Industri
Dinas PUPR
Dinas
Koperasi,
Usaha kecil
a) Rencana Pengembangan APBD Mengah, Rp.
Kawasan Peruntukkan %BWP BRok B - - - LS Prov/Kab, Perdagangar] 500.000.000
Industri Swasta dan 000,00
Perindustrian
Bappeda
Prov/Kab,
Swasta




NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

BESARAN

PIM

PJM 1 (2020
2025)

PJM 2 (208-
2030)

PJM 3 (203
2035)

PJM 4 (208-
2040)

Panjang

Lebar | VOLUME]

SATUAN

112|3]4(5

2(3]14(5]1

2(3|4

2(3]4]|5

SUMBER
DANA

INSTANSI
PELAKSANA

ESTIMASI
BELANJA
DAERAH

b) Rencana Pengembangan
Sentra Industri Kecil dan
Menengah

SBWP BR(ok B
3)

LS

APBD
Prov/Kab,
Swasta

Dinas PUPR
Dinas
Koperasi,
Usaha kecil
Mengah,
Perdagangarn
dan
Perindustrian
Bappeda
Prov/Kab,
Swasta

Rp.
250.000.000
000,00

i

Perwujudan Zona Pertanian

a) Rencana Pengembangan
Pertanian Tanaman Pangg

SBWP (Blok G
1) danSBWP D
(Blok D2)

LS

APBD
Prov/Kab,
Swasta

Dinas PUPR
Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Perikanan,
Dinas
Pertanian,
Peternakan
dan
Perkebunan,
Bappeda
Prov/Kab,
Swasta

Rp.
20.000.000.¢
00,00

b) Rencana Pengembangan
Pertanian Holtikultura
(pengembangan agrobisnig
dan wisata agro)

SBWP DRlok D
4)

LS

APBD
Prov/Kab,
Swasta

Dinas PUPR
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Perikanan,
Dinas
Pertanian,
Peternakan

dan

Rp.
5.000.000.0¢
0,00




PIM
ESTIMASI
BESARAN PJM 1 (2020 PJM 2 (208- PJM 3 (20%- PJM 4 (208- | SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 2025) 2030) 2035) 2040) DANA | PELAKSANA 5o 0 M
Panjang | Lebar | VOLUME| SATUAN 2(3]4(5 2(3|4(5(1(2|3]|4 2134
Perkebunan,
Bappeda
Prov/Kab,
Swasta
VIl | Perwujudan Zona Perikanan
Dinas PUPR
Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Perikanan,
Rencana Pengembangan SBWP DRjok D APBD Dina_s Rp.
Perikanan Budidaya 1, Blok B3 dan - - - LS Prov/Kab, Pertanian, | 10.000.000.(
Blok D4) Swasta | Peternakan 00,00
dan
Perkebunan,
Bappeda
Prov/Kab,
Swasta
VIIl | Perwujudan Zona Pariwisata
Dinas PUPR
Dinas
. APBD L Rp.
Rencana_ Pengembangan Wisg SBWP DRlok D i i i LS Prov/Kab) Pariwisata, 5_000_000_8(
Alam (Wisata Mangrove) 3) Bappeda
Swasta 0,00
Prov/Kab,
Swasta
IX |Perwujudan Zona Pertahanan
Keamanan
Rencana Pengembangan APBD | Dinas PUPR Rp.
Pertahanan dan Keamanan ZBWP ARlok A - - - LS Prov/Kab,| Bappeda | 5.000.000.0(
(Kantor Polisi) Swasta | Prov/Kab, 0,00
X | Perwujudan Zona Lainnya
a) Rencana Pengembangan .

) Instalasi Peng%lahan gir SBWP B (Blok B APBD II;)_lnas Eﬁgg Rp.
Minum (IPAM) untuk 2 (Blo - - - LS Kab, Ba'g;‘z da Kay] 2000:000.0¢
Kawasan Peruntukan Swasta 0,00

. Swasta
Industri




PIM ESTIMASI
BESARAN PJM 1 (2020 PJM 2 (208&- PJM 3 (203- PJM 4 (208- | SUMBER INSTANSI
NO PROGRAM UTAMA LOKASI 2025) 2030) 2035) 2040) DANA | PELAKSANA BDiLEAI\?'\,LJI—?
Panjang | Lebar | VOLUME| SATUAN 213|145 2|13|4(5|1|2|3]|4 2|13|4
b) Rencana Pengembangan .
. . Dinas PSDA
Instalasi Pengolahan Air APBD . Rp.
Limbah (IPAL) untuk ;BWP B (BlokB) : : LS Kab, Bgnaz dF;U}faF; 2.000.000.0(
Kawasan Peruntukan Swasta hp 0,00
. Swasta
Industri
APBD D!nas PSDA Rp.
¢) Rencana Pengembangan |SBWP C (Blok C Dinas PUPR
Pergudangan 2) i i i LS Kab, Bappeda Kab 2.000.000.0¢
Swasta 0,00
Swasta
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sP ss RTH-5 RTH-7 R3 R-4 K-1 K-2 K-3 KT SPU-1.1 SPU-1.2 SPU-1.3 SPU-2.1 SPU-2.3 SPU-2.5 SPU-3.1 SPU-3.2 KPI SIKM
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
1 |Pertanian Tanaman Semusim T T X | | | | T T X X X X X X X X X X X X X X | | X T X X X X
2 [Sawah X | | T X X X T X X X X X X X X X X X X X X X | T X X X X X X
3 [Ladang X | | T X X X T X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X
4 _[Hortikultura Dan Rumah Kaca X X | T X X X T X X X X X X X X X X X X X X X T | X X X X X X
5 _|Penjualan Tanaman Yg Dikembangbiakan X X | T T X X B B X X | X X X X X X X X X X X ] | X | X X X X
6 |Pertanian Tanaman Tahunan X | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T X X X X X X
7 _|Perkebunan Buah Buahan Penghasil Minyak T T X T T T T T T X X X X X X X X X X X X X X X | X T X X X X
8 |Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya | | | | X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X
9 |Peternakan X X X X X X X X T.B X X X X X X X X X X X X X X T.B T.B X X X X X X
10 |Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen X X X X X X X X TB X T | X X X X X X X X X X X | | X X X X X X
11 |Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar T.B TB X X X X X B B B B B X X X X X X X X X B B X B X | X X X X
12 [Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
13 [Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan T.B TB X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
14 [Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu T.B TB X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
15 |Jasa penangkapan ikan di laut T X X X X X X X X X T | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
16 |Jasa penangkapan ikan di perairan umum T X X X X X X X X X T | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
17 [Budidaya ikan laut T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | T X X X X
18 [Budidaya ikan air tawar X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T | T X X X X
19 [Jasa budidaya ikan laut T X X X X X X X X X T | X X X X X X X X X X X X X | X X X X X
20 |Jasa budidaya ikan air tawar X T X X X X X X X X T | X X X X X X X X X X X X X [} X X X X X
21 |Budidaya ikan air payau T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | T X X X X
22 |Jasa budidaya ikan air payau T T X X X X X X X X T | X X X X X X X X X X X X X [} X X X X X
INDUSTRI PENGOLAHAN
23 |Kawasan Industri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
24 |Industri Pengolahan Dan Pengawetan Dading X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
25 |Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X T X X X X X
26 |Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
27 I}gil:zzi Kopra, Minyak Mentah Dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung Dan Pel¢ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % | | X X X X X % X X
28 I}z\;:zt:é\dal‘r,lvyl/tak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm QOil) Dan Minyak Go| X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
29 |Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
30 |Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
31 |Industri Pengailingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
32 |Industri Makanan Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X | X X X X X X
33 |Industri Makanan Hewan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X | X X X X X X
34 [Industri Minuman X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X | X X X X X X
35 [Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
36 [Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan X X X X X X X X TB X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
37_[Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
38 |Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnyf X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
39 Indust.ri Barang Dari Kayu; Indl.Jstri Bar.ang Dari Gabus Dan Barang Anyaman| X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X % X | X % X X X X X X
Jerami. Rotan. Bambu Dan Seijenis Lainnva
40 |Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
41 |industri Percetakan Dan Kediatan Ybdi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
42 |Industri Bahan Kimia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
43 |Industri Barang Kimia Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
44 |Industri Serat Buatan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
45 |Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
46 _|Industri Karet Dan Barang Dari Karet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X
47 |Industri Barang Dari Plastik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
48 |Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
49 |industri Logam Dasar Besi Dan Baija X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X
50 |Industri Logam Dasar Besi Dan Baja X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X
51 |Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
52 |Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
53 |[Industri Peralatan Listrik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
54 |Industri Mesin Dan Perlengkapan Ytdl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X
55 [Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau [ebih X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I 1 X X X X X X X X
56 |[Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu T.B TB X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
57 [Industri Furniture X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH DAN AKTIVITAS REMEDIASI
58 |Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan TB TB X X X X X X TB X T T X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
59 |Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin Dan Peralatan TB TB X X X X X X TB X T T X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
60 [Pusat Transmisi/ Pemancar Telekomunikasi | | | TB TB TB TB TB TB X X X X X X X X X X X X T.B T.B | | X X X X X TB
61 |Gardu Listrik | | | | | X X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62 |Pengelolaan Air X X X X X X X TB T.B X X X X X X X X X X X X T T X X X X X | | X
63 [Pengelolaan Air Limbah X X X X X X X TB T.B X X X X X X X X X X X X T T X X X X X | | X
64 |Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah X X X X X X X TB T.B X X X X X X X X X X X X T T X X X X X | | X
65 _[Penimbunan Barang Rongsokan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T | X X X X X X | |
66_| Aktivitas Remediasi Dan Penaelolaan Sampah Lainnva X X X X X X X TB T.B X X X X X X X X X X X X T T X X X X X | | X
KONSTRUKSI
7_|Rumah Tinggal X X X T X X X | | T T T T X X X X X X X X X | T T X X X X X T
8 |Rusun Rendah X X X X X X X | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
9 [Rusun Sedang (Apartemen) X X X X X X X | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
70 [Asrama X X X X X X X T T X X X X X X X X X X X X T T X X X X T X X X
71 |Rumah Kost X X X X X X X T | X X X X X X X X X X X X X T X X X X X X X X
72 |Guest House X X X T X X X T T T T T T X X X X X X X X X T X X X T X X X X
73 [Paviliun X X X T X X X T T X X X X X X X X X X X X X T X X X T X X X X
74 |Rumah Dinas X X X T X X X | | X X X | T T T X X X X X T T T T X X T X X X
75 |Rumah Kantor (Rukan) X X X T X X X TB T.B TB T.B TB | X X X X X X X X X | X X X X X X X |
76 _[Rumah, Toko, Kantor (Rukan) X X X T X X X T.B T.B | | | | X X X X X X X X X | X T X X X X X |
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
77 |Perdagandan Mobil X X X X X X X X X | 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
78 |Reparasi Dan Perawatan Mobil X X X X X X X TB TB 1 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
79 |Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil X X X X X X X TB TB | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
80 Perdagangan, Repargsi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Sul X X X X X X X T8 T8 | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cadana Dan Aksesorinva
81 [Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X T X X X X
82 |Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup X X X X X X X X X T | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
83 |Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau X X X X X X X X X | | T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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80 Perdagangan, Repargsi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Sul X X X X X X X T8 T8 | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cadang Dan Aksesorinya
81 [Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X T X X X X
82 [Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup X X X X X X X X X T | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
83 [Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau X X X X X X X X X | | T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
84 |Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga X X X X X X X X X | | T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
85 [Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya X X X X X X X X X | | T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
86 |Perdagangan Besar Khusus Lainnya X X X X X X X X X | | T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
87 |Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang X X X X X X X X X | | T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
88 [Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko X X X X X X X T T T | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
89 Perdagangan Eceran Berbagai Mapgm Barang Yang Utamanya Makanan, Mi X X X T X X X T T | | | T X X X X X X X X X T X X X T X X X T
Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket
90 Pgrdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makai| X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)
91 [Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko X X X X X X X T T T T | X X X X X X X X X X T T T T T X X X X
92 [perdagangan eceran hasil perikanan/Tempat Pelelangan Ikan | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
93 [Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU/SPBG T T X X X X X X X T X X X X X X X X X X X T T X X X X X X X T
94 [Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko X X X X X X X TB TB T T | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
95 [Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko X X X X X X X TB T.B T T | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
96 [Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus X X X X X X X X X T T | X X X X X X X X X X X X X X T X X X X
97 [Toko X X X T X X X T T | | | X X X X X X X X X X T X T X X X X X X
98 |Pertokoan X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
99 |Rumah Toko (Ruko) X X X X X X X T T | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
100 [Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik X X X X X X X T.B T.B | | | X X X | X | | X X X X X X X X X X X X
101 |Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik X X X X X X X TB TB | | | X X X | X | | X X X X X X X X X X X X
102 |Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk Dan Ybdi Di Tok X X X X X X X T T X X T X X X X X X X X X X X X X X T X X X X
103 |Pasar Tradisional X X X X X X X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
104 [PKL X X X T X X X X X X X X X X TB X X X X X X X X X X X T X X X X
105 |Warung Kelontong X X X X X X X T T X X | X X X X X X X X X X T X X X X X X X X
106 | Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet X X X X X X X T T | | | X X X X X X X X X X | X X X X X X X X
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
107 [Angkutan Bus X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X |
108 [Angkutan Darat Bukan Bus X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X |
109 |Angkutan Laut | X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X |
110 [Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan X | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
111 [Pergudangan Dan Penyimpanan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
112 [Pergudangan Dan Pengolahan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X |
113 [Pergudangan hasil panen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | | X X X X |
114 | Aktivitas Penunjang Angkutan X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X | X X X X X X X X X |
115 [Jembatan Timbang X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X | X X X X X X X X X X
116 [ Terminal Khusus T.B T.B X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X X
117 [Terminal Tipe C X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X X
118 [Dermaga Angkutan Sungai X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X
119 [Lapangan Parkir Umum T T T | | X X X X | | | X X | X X X X X | | | X | X | X X X |
120 |Gedung Parkir X X X X X X X X X | | | | X | X X X X X X | | X X X X X X X |
121 |Aktivitas Pos Dan Kurir X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X |
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
122 |Hotel Bintang X X X X X X X X X | T X X X X X X X X X X X X X X X T X X X X
123 | Apartemen Hotel Komersial X X X X X X X T T | T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
124 |Hotel Melati X X X X X X X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X X
125 [Pondok Wisata T T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
126 [Bumi Perkemahan T T T T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
127 |Resort T T X T X X X X X | X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
128 | Penyediaan Akomodasi Lainnya X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
129 [Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X T X X X X
130 [Warung Makan T T X T T X X T T | | | X T T T T T T T T T T T T T | T T T T
131 [Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X T X X X X
132 |Rumah Minum/Kafe T T X T X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X | X X X T
133 |Reklame X X I I I I X X X | | | | | | | X X X X X X | | | X | X X X |
AKTIVITAS PENERBITAN
134 [Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta [ X X X X X X x| x| x| | [ | [ | [ | [ x| x| x| x| x| x| x| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
135 | Aktivitas Pemutaran Film | X | X | X | X | X | X | x| x| x| | [ | [ T ] x| x| x| x| x| x| x| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AKTIVITAS PENYIARAN
136 |Penyiaran Radio X X X X X X X X X T | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
137 | Jasa Sistem Komunikasi X X X X X X X X X | | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X
138 | Jasa Jual Kembali Akses Internet/Warnet dan Game Center X X X X X X X T T | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
139 |Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
140 [ Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
141 |Aktivitas Jasa Informasi Lainnya X X X X X X X X X | | | X X TB X X X X X X X X X X X X X X X X
AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI
142 [Perantara Moneter/Lembaga Keuangan X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
143 | Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun X X X X X X X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
144 | Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib X X X | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X
REAL ESTAT
145 |Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata X X X T X X X T T X X X X X X X X X X X X X T X T X T X X X X
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
146 | Aktivitas Hukum Dan Akuntansi X X X X X X X X X | | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X
147 | Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen X X X X X X X X X | | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X
148 | Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis X X X X X X X X X | | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X
149 |Penelitian Dan Pengembangan Iimu Pengetahuan X X X T X X X X X X X X X | X X X X X | X T X X | X T X X X X
150 |Aktivitas Profesional, llmiah Dan Teknis Lainnya X X X X X X X X X X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X
151 |Aktivitas Kesehatan Hewan X X X X X X X T.B T.B | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA
152 AkFivit.as Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Tru X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
Sejenisnya
153 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadif X X X X X X X T T X X X X X X X X X X X X X T X X X X X X X X
Rumah Tangga
154 Aktivitas Penyt.ewaanv Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralat X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X |
Barang Berwujud Lainnya
155 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata X X X X X X X X X T | | X X T.B X X X X X X X X X X X | X X X X
156 | Jasa Informasi Pariwisata X X X X X X X X X T | | X X T.B X X X X X X X X X X X | X X X X
157 [Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata X X X X X X X X X T | | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
158 | Aktivitas Jasa Sistem Keamanan X X X X X X X X X | | | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X
159 [Pos Keamanan Lingkungan(Poskamling) X X X X X X X | | X X X X X X X X X X X X | | X X X X X X X |
160 |Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan X X X X X X X X X X | | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X
161 | Aktivitas Kebersihan/Pecucian mobil motor X X X X X X X B B | | | X X X X X X X X X X | X X X X X X X |
162 |Gedung Pertemuan Lingkungan X X X X X X X | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
163 |Gedung Serba Guna X X X T | | X | | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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1 Manusia Lainnya

Jompo/ Panti Asuhan dan Yatim Piatu

1 Dan Kegiatan Ybdi

itas Per

Kti

1 Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Dif
Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

164 | Gedung Pertemuan Kota

165 |Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang

166 |Pusat Informasi Lingkungan

167 | Aktivitas Pengepakan

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

168 [Kegiatan Administrasi Pemerintahan

169 |Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial/Pusat RehapilitasiX

170 |Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat

PENDIDIKAN

171 [Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini

172 |Penitipan Anak

173 |Pendidikan Menengah
174 |Pendidikan Tinggi
175 |Sanggar Seni

176 |Pesantren

177 |Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta

178 |Kegiatan Penunjang Pendidikan

AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL

179 | Aktivitas Rumah Sakit

180 | Laboratorium Kesehatan

181 |Puskesmas

182 | Puskesmas Pembantu
183 |Balai Pengobatan
184 | Pos Kesehatan

185 |Posyandu

186 | Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi

187 | Praktik Bidan/Rumah Bersalin

188 | Klinik/ Poliklinik

189 |Klinik Dan/Atau Rs Hewan

190 | Apotik

191 | Aktivitas Pelayanan K

192 Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilita

193 | Aktivitas Sosial Di Luar Panti

KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI

194 | Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas

195 | Aktivitas Seni Pertunjukan

196 |Gedung Olah Seni

197 | Studio Keterampilan

198 [Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah

199 | Aktivitas Olahraga

200 | Pusat Olahraga Dan Kesehatan Jasmani

201 | Bola Gelinding(Bowling) / Bola Sodok (Billiard) /lapangan sepak bola indoor

202 | Gelanggang Renang

203 | Lapangan Sepak Bola

204 | Lapangan Sepak Bola/Futsal Indoor

205 | Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan

206 |Rimba Kota
207 |Taman RT

208 | Daya Tarik Wisata Alam

209 | Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

210 | Agrowisata

211 | Taman Rekreasi/Taman Wisata

212 |Kolam Pemancingan

213 |Wisata Tirta

214 |Kelab Malam Dan Atau Diskotik

215 |Karaoke

216 |Usaha Arena Permainan

217 | Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytd|

AKTIVITAS JASA LAINNYA

218 | Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha

219 | Aktivitas Organisasi Buruh

220 | Aktivitas Organisasi Keagamaan

221 | Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya

222 |Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumal) Tangga

223 | Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga

224 | Aktivitas Pangkas Rambut Dan Salon Kecantikan

225 | Aktivitas Kebugaran
226 | Aktivitas Binatu

227 | Travel Dan Pengiriman Barang
228 |Biro Perjalanan Wisata
229 |Penitipan Hewan

230

23

BUPATI KETAPANG,

Keterangan :

ttd

: Diizinkan

T :Terbatas

B

MARTIN RANTAN

inan sesuai

Sal

: Bersyarat

inya

dengan asl

X : Tidak Diizinkan

KEPALA BAGIAN HUKUM._

NIP. 19700703 19



LAMPIRAN VII

KETENTUAN KEGIATAN BERSYA RAT

TERBATAS DAN BERSYARAT TERTENTU
PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 12 TAHUN 202 1

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
POTENSIAL CEPAT TUMBUH KUALA TOLAK -KUALA
SATONG TAHUN 2020 -2040

Kode Zona Uraian Ketentuan
SP Zona Sempadan Pantai
T (TERBATAS) B (BERSYARAT)
1. Pertanian tanaman semusim, jasa penangkapan ikan di laut, jasa
penangkapan ikan di perairan umum, budidaya ikan laut, jasa budidaya

ikan laut, budidaya ikan air payau, dan jasa budidaya ikan air payau,
dengan ketentuan:

- Pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap sub -blok;
- Tidak mengganggu fungsi lindung pantai dan lingkungan sekitarnya;
dan )

- Tidak diperkenankan untuk bangunan permanen.

2. Perkebunan buah buahan penghasil minyak, dengan ketentuan dibatasi
jangka waktu pemanfaatan.

3. Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU/SPBG, lapangan
parkir umum, Pondok wisata, bumi perkemahan, resort, warung makan,
rumah minum/kafe, Museum dan operasional bangunan dan situs
bersejarah, aktivitas olahraga, lapangan sepak bola, aktivitas taman
bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia,
taman rekreasi/taman wisata, dan wisata tirta dengan ketentuan
pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap blok.

T,B (TERBATAS DAN BERSYARAT)
Penangkaran tumbuhan/satwa liar dengan ketentuan:
- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap sub -blok;
- tidak mengganggu fungsi lindung pantai dan lingkungan sekitarnya;




- tidak diperkenankan untuk bangunan permanen;
- Memprioritaskan budidaya tumbuhan/satwa endemik agar terjaga kelestariannya; dan

- Untuk kegiatan penangkaran sarang burung walet mengacu pada peraturan daerah tentang izin usaha pengelolaan dan

pengusahaan sarang burung wallet.

Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan ketentuan:
- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap sub -blok;
- tidak mengganggu fungsi lindung pantai dan lingkungan sekitarnya;
- tidak diperkenankan untuk bangunan permanen; dan
- memiliki IUPK.

Industri pembuatan kapal dan perahu, reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, serta reparasi produk logam pabrikasi, me
dan peralatan dengan ketentuan:

- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap blok; dan

- melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL/UKL -UPL.

sin

Terminal khusus  dengan ketentuan:
- sebagai pendukung Kkegiatan pemanfaatan ruang di kawasan zona sekitarnya;
- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap blok; dan
- melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL/UKL -UPL.

SS

Zona Sempadan Sungai

T (TERBATAS) B (BERSYARAT)
1. Pertanian tanaman semusim, budidaya ikan air tawar, jasa -
budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, dan jasa
budidaya ikan air payau , dengan ketentuan:
- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap sub -blok;

- tidak mengganggu fungsi lindung sungai dan lingkungan
sekitarnya ; dan
- tidak diperkenankan untuk bangunan permanen.

2. Perkebunan buah buahan penghasil minyak, dengan
ketentuan dibatasi jangka waktu pemanfaatan.

3. Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU/SPBG,
dermaga angkutan sungai, lapangan parkir umum, pondok
wisata, bumi perkemahan, resort, warung makan, rumah
minum/kafe, museum dan operasional bangu nan dan situs
bersejarah dengan ketentuan pembatasan jumlah
pemanfaatan pada setiap blok.

4. Aktivitas olahraga, lapangan sepak bola, aktivitas taman




bertema atau taman hiburan, daya tarik wisata alam, daya

tarik wisata buatan/binaan manusia, taman rekreasi/ taman
wisata dengan ketentuan:

- hanya untuk aktifitas olahraga di ruang terbuka; dan

- hanya untuk wisata alam berbasis sungai.

T,B (TERBATAS DAN BERSYARAT)

Penangkaran tumbuhan/satwa liar dengan ketentuan:
- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap sub -blok;
- tidak mengganggu fungsi lindung sungai dan lingkungan sekitarnya;
- tidak diperkenankan untuk bangunan permanen;
- Memprioritaskan budidaya tumbuhan/satwa endemik agar terjaga kelestariannya; dan
- Untuk kegiatan penangkaran sarang burung walet mengacu pada peraturan daerah tentang izin usaha pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung wallet.

Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan ketentuan:
- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap sub -blok; dan
- memiliki IUPK.

Industri pembuatan kapal dan perahu, reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan
peralatan dengan ketentuan:

- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap sub -blok; dan

- melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL/UKL -UPL.

Terminal khusus dengan ketentuan:
- sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan zona sekitarnya;
- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap blok; dan
- melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL/UKL -UPL.

PE

Zona Penyangga

T (TERBATAS) B (BERSYARAT)

1. Lapangan parkir umum, pondok wisata, bumi perkemahan,
museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah,
dengan ketentuan pembatasan jumlah kegiatan maksimal 1
(satu) kegiatan dalam satu blok.

2. Aktivitas olahraga, aktivitas taman bertema atau taman
hiburan, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia
dengan ketentuan hanya untuk aktifitas olahraga di ruang
terbuka.




RTH

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTH-2

Sub Zona Taman Kota

T (TERBATAS)

B (BERSYARAT)

1. Sawah, ladang, hortikultur dan rumah kaca, penjualan
tanaman yg dikembangbiakan, dengan ketentuan tidak
mengganggu fungsi taman kota serta lingkungan di
sekitarnya.

2. Perkebunan buah -buahan penghasil minyak dengan
ketentuan dibatasi jangka waktu pemanfaatan.

3. Rumah tinggal dengan ketentuan terbatas hanya untuk
kegiatan yang sudah ada sebelum peraturan ini ditetapkan

4. Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan
barang anyaman dari dari jerami, rotan, bambu dan sejenis
lainnya, guest House, paviliun, rumah dinas, rumah kantor
(rukan), rumah, toko, kantor (rukan), perdagangan eceran
berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman
atau tembakau di supermarket/minimarket, toko, pedagang

kaki lima (PKL), pondok wisata, bumi perkemahan , resort,

warung makan, rumah minum/kafe, real estat yang dimiliki
sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata, penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan, gedung serba guna,
sanggar seni, pesantren, pendidikan bimbingan belajar dan
konseling swasta, kegi atan penunjang pendidikan, aktivitas
sosial di luar panti, aktivitas hiburan, kesenian dan
kreativitas, aktivitas seni pertunjukan, gedung olah seni,
studio keterampilan, museum dan operasional bangunan dan
situs bersejarah dengan ketentuan pembatasan juml
kegiatan pada setiap blok.

5. Aktivitas olahraga, lapangan sepak bola, lapangan sepak
bola/futsal indoor, aktivitas taman bertema atau taman
hiburan, daya tarik wisata alam, kolam pemancingan, wisata
tirta, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya dengan
ketentuan:

- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap blok; dan

ah




- Aktifitas olahraga dibatasi hanya di ruang terbuka.

T,B (TERBATAS DAN BERSYARAT)

Pusat transmisi/pemancar telekomunikasi dengan ketentuan:

tidak mengganggu fungsi taman kota serta lingkungan di sekitarnya;
memilki ruang bebas dan jarak bebas minimum;

jarak minimum kawat terendah ke bangunan/tanaman 9 meter;
jarak minimum kawat terendah ke lapangan terbuka 12 meter; dan
jarak minimum kawat terendah ke jalan raya 15 meter.

RTH-4

Sub Zona Taman Kelurahan

T (TERBATAS)

B (BERSYARAT)

1.

Perkebunan buah buahan penghasil minyak, dengan
ketentuan dibatasi jangka waktu pemanfaatan.

Penjualan tanaman yang dikembangbiakan, warung makan,
museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah,
aktivitas olahraga, aktivitas taman bertema atau taman
hiburan, daya tarik wisata alam dengan ketentuan:

- pembatasan jam operasional kegiatan; dan

- pembatasan jumlah pemanfaatan pada setiap blok.

T,B (TERBATAS DAN BERSYARAT)

Pusat transmisi/pemancar telekomunikasi dengan ketentuan:

tidak mengganggu fungsi taman kelurahan serta lingkungan di sekitarnya.

memilki ruang bebas dan jarak bebas minimum;

jarak minimum kawat terendah ke bangunan/tanaman 9 meter;
jarak minimum kawat terendah ke lapangan terbuka 12 meter; dan
jarak minimum kawat terendah ke jalan raya 15 meter.

RTH-5

Sub Zona Taman RW

T (TERBATAS)

B (BERSYARAT)

perkebunan buah buahan penghasil minyak, dengan
ketentuan dibatasi jangka waktu pemanfaatan.

Museum dan operasional bangunan dan situs, bersejarah,
aktivitas olahraga, aktivitas taman bertema atau taman
hiburan, daya tarik wisata alam dengan ketentuan
pembatasan jam operasional kegiatan.

T,B (TERBATAS DAN

BERSYARAT)




Pusat transmisi/pemancar telekomunikasi dengan ketentuan:

- tidak mengganggu fungsi taman RW serta lingkungan di sekitarnya.
- memilki ruang bebas dan jarak bebas minimum;

- jarak minimum kawat terendah ke bangunan/tanaman 9 meter;

- jarak minimum kawat terendah ke lapangan terbuka 12 meter; dan
- jarak minimum kawat terendah ke jalan raya 15 meter.

RTH-7

Sub Zona Pemakaman

T (TERBATAS)

B (BERSYARAT)

Perkebunan buah buahan penghasil minyak, dengan ketentuan
dibatasi jangka waktu pemanfaatan.

T,B (TERBATAS DAN BERSYARAT)

Pusat Transmisi/ Pemancar Telekomunikasi dengan ketentuan:

- tidak mengganggu fungsi pemakaman serta lingkungan di sekitarnya;

- memilki ruang bebas dan jarak bebas minimum;

- jarak minimum kawat terendah ke bangunan/tanaman 9 meter;
- jarak minimum kawat terendah ke lapangan terbuka 12 meter; dan

- jarak minimum kawat terendah ke jalan raya 15 meter.

Zona Perumahan

R-3

Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang

T (TERBATAS)

B (BERSYARAT)

1. Pertanian tanaman semusim, sawah, ladang, hortikultura dan
rumah kaca, perkebunan tanaman tahunan lainnya, dengan
ketentuan:

- Tidak mengganggu fungsi zona rumah kepadatan rendah
dan lingkungan sekitarnya; dan

- Tidak diperkenankan untuk bangunan permanen.

- Terbatas hanya untuk kegiatan yang sudah ada sebelum
peraturan ini ditetapkan.

2. Perkebunan buah -buahan penghasil minyak, dengan
ketentuan dibatasi jangka waktu pemanfaatan.

3. Asrama, rumah kost, guest house, paviliun, dengan ketentuan
KLB maksimum 1,8.

Penjualan tanaman yang dikembangbiakan dan penangkaran

tumbuhan/satwa liar dengan ketentuan:

- memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW
setempat;

- memprioritaskan budidaya tumbuhan/satwa endemik
agar terjaga kelestariannya; dan

- untuk Kkegiatan penangkaran sarang burung walet
mengacu pada peraturan daerah tentang izin usaha
pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet.

Aktivitas kebersihan/pecucian mobil motor, aktivitas praktik
dokter dan dokter gigi, prakt ik bidan/rumabh, bersalin, klini

k/




Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko,
perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya
makanan, minuman atau tembakau di
supermarket/minimarket,  perdagangan eceran  khusus
makanan, minuman dan tembakau di toko, toko, rumah toko
(ruko), perdagangan eceran bunga potong, tana man hias,
pupuk di toko, warung kelontong, perdagangan eceran melalui
pemesanan pos atau internet, apartemen hotel komersial,
warung makan, jasa jual kembali akses internet/warnet dan
game center, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan
kawasan p ariwisata, aktivitas penyewaan dan sewa guna
usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga,
pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, penitipan
anak, pendidikan menengah, pendidikan bimbingan belajar
dan konseling swasta, kegiatan penunjang pendidikan, balai
pengobatan, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya,
aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan
penyandang disabilitas/panti jompo/panti asuhan dan yatim

piatu, aktivitas sosial di luar panti, museum dan operasional
bangu nan dan situs bersejarah, aktivitas olahraga, lapangan
sepak bola/futsal indoor, aktivitas organisasi buruh, aktivitas
organisasi keagamaan, aktivitas organisasi keanggotaan
lainnya, reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan
perlengkapan rumah tan gga, aktivitas jasa perorangan untuk
kebugaran, bukan olahraga, aktivitas pangkas rambut dan
salon kecantikan, aktivitas kebugaran, aktivitas binatu, dan
penitipan hewan dengan ketentuan:

- KLB maksimum 1,8; dan

- KDH minimal 25% dari luas persil.

poliklinik, klinik dan/atau Rs Hewan, apotik, studio

keterampilan dengan ketentuan:

- memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW;
dan

- memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat.

T,B (TERBATAS DAN BERSYARAT)

Pusat transmisi/pemancar telekomunikasi dengan ketentuan:

- tidak mengganggu fungsi rumah kepadatan sedang;

- memilki ruang bebas dan jarak bebas minimum;

- jarak minimum kawat terendah ke bangunan/tanaman 9 meter;

- jarak minimum kawat terendah ke lapangan terbuka 12 meter; dan

- jarak minimum kawat terendah ke jalan raya 15 meter.

Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainny

dengan ketentuan:




- pembatasan jumlah kegiatan maksimal 1 (satu) kegiatan dalam satu
- melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL.

3. Rumah Kantor (Rukan), Rumah, Toko, Kantor (Rukan) dengan ketentuan:
- KLB maksimum 1,8;
- dibatasi jumlahnya hanya 5 (lima) untuk setiap blok;
- memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat; dan
- mem peroleh persetujuan dari masyarakat setempat.

blok; dan

4. Reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesori mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor

dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya, dengan ketentuan:
- KLB maksimum 1,8;

- memper oleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW; dan

- memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan

- dibatasi jumlahnya hanya 5 (lima) untuk setiap blok.

5. Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di, toko, perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah
tangga lainnya di toko, perdagangan eceran barang farmasi di apotik, perdagangan eceran barang farmasi bukan di apotik dengan

ketentuan:

- KLB maksimum 1,8;

- KDH minimal 25% dari luas persil;

- memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW; dan

- memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat; dan dibatasi jumlahnya hanya 5 (lima) untuk setiap blok.

6. Aktivitas kesehatan hewan, dengan ketentuan:
- KLB maksimum 1,8;
- KDH minimal 25% dari luas persil;
- memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW; dan
- memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat.

R-4

Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah

T (TERBATAS)

B (BERSYARAT)

1. Pertanian tanaman semusim, dengan ketentuan : 1

- KDB maksimum sebesar 40%;

- KLB maksimum 1.8;

- KDH minimal 60% dari luas persil;

- Tidak mengganggu fungsi zona rumah kepadatan rendah
dan lingkungan sekitarnya; dan

- Tidak diperkenankan untuk bangunan permanen.

Penangkaran tumbuhan/satwa liar, penjualan tanaman yang
dikembangbiakan, dengan ketentuan :

memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW
setempat;

memprioritaskan budidaya tumbuhan/satwa endemik
agar terjaga kelestariannya; dan

untuk  kegiatan penangkaran sarang burung walet
mengacu pada peraturan daerah tentang izin usaha
pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet.




